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ABSTRAK 

 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA 

KORUPSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

(Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk) 

 

Oleh 

ALIIFAH NARFA TANIA PUTRI 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) idealnya digunakan dengan 

sebaik-baiknya berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka 

meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa, tetapi pada 

kenyataannya terdapat tindak pidana korupsi APBDes yang dilakukan oleh Kepala 

Desa dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk, namun demikian isu 

hukumnya adalah pidana yang dijatuhkan hakim dalam putusan tersebut belum 

maksimal. Permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimanakah pertanggungjawaban 

pidana pelaku tindak pidana korupsi APBDes dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus- 

TPK/2022/PN.Tjk dan apakah pengembalian kerugian negara tindak pidana korupsi 

dari harta terpidana dapat menjadi pertimbangan yang meringankan hukuman. 

 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan kasus (case 

approach), perundang-undangan (statute approach) dan konseptual. Pengumpulan 

data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Narasumber penelitian 

terdiri atas Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Bandar Lampung, Hakim pada 

Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Advokat di Bandar Lampung. Pengolahan 

data dilakukan dengan seleksi, klasifikasi dan sistematisasi data.Analisis data 

dilakukan dengan interpretasi hukum dan penarikan simpulan dilakukan secara 

induktif. 

 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban 

pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi APBDes didasarkan dengan adanya 

unsur kesalahan dan kesengajaan dalam melakukan perbuatan pidana, kemampuan 

terdakwa untuk bertanggungjawab, tidak ada alasan pembenar dan pemaaf bagi 

terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi APBDes sebagaimana dimaksud 

Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b ayat (2) dan ayat (3) UUPTK. Penjatuhan 

pidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara dari harta terpidana dapat 

menjadi pertimbangan bagi hakim untuk meringankan pidana pokok. 

 

Saran dalam penelitian ini adalah hendaknya hakim dalam memutus perkara tindak 

pidana korupsi APBDes mempertimbangkan secara komprehensif unsur-unsur 

pertanggungjawaban pidana, sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan 

perbuatannya sesuai dengan kesalahannya. Hakim hendaknya menjatuhkan pidana 

penjara dan pidana denda yang lebih berat kepada pelaku tindak pidana korupsi 

APBDes yang tidak berusaha untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. 

 

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korupsi, APBDes. 
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ABSTRACT 
 
 

CRIMINAL RESPONSIBILITY OF CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION IN 

VILLAGE REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET 

(Study Decision Number 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk)  

 

By: 

ALIIFAH NARFA TANIA PUTRI 
 

 

The Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) should ideally be used as 

well as possible based on statutory regulations in order to improve development 

and services to village communities, but in reality there are criminal acts of 

APBDes corruption committed by the Village Head in Decision Number 

30/Pid.Sus -TPK/2022/PN.Tjk, however, the legal issue is that the penalty 

imposed by the judge in the decision was not optimal. The problem of this 

research is: What is the criminal responsibility of perpetrators of APBDes 

corruption crimes in Decision Number 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk and whether 

the return of state losses from corruption crimes from the convict's assets can be a 

consideration that reduces the sentence. 
 

This research uses a normative research type with a case approach, statutory 

approach and conceptual approach. Data collection was carried out through 

literature study and interviews. The research sources consisted of Public 

Prosecutors at the Bandar Lampung Prosecutor's Office, Judges at the Tanjung 

Karang District Court and Advocates in Bandar Lampung. Data processing is 

carried out by selecting, classifying and systematizing data. Data analysis is 

carried out by legal interpretation and conclusions are drawn inductively. 
 

Based on the results of the research, it can be concluded that criminal 

responsibility for perpetrators of criminal acts of APBDes corruption is based on 

the presence of elements of error and intentionality in committing criminal acts, 

the ability of the defendant to be responsible, there is no justification or excuse for 

the defendant in committing criminal acts of APBDes corruption as intended in 

Article 3 jo. Article 18 paragraph (1) letters a and b paragraph (2) and 

paragraph (3) UUPTK. The imposition of additional punishment in the form of 

returning state losses from the convict's assets can be a consideration for the 

judge to reduce the main sentence. 
 

The suggestion in this research is that judges should, in deciding criminal cases of 

APBDes corruption, comprehensively consider the elements of criminal 

responsibility, so that the defendant can be held accountable for his actions 

according to his mistakes. Judges should impose heavier prison sentences and 

fines on perpetrators of APBDes corruption crimes who do not try to recover state 

financial losses. 
 

Keywords: Criminal Responsibility, Corruption, the Village Revenue and 

Expenditure Budget 
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I. PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 
 

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau 

orang lain dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, 

dengan cara menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang melekat 

pada jabatannya dan berdampak pada kerugian keuangan negara. Tindak pidana 

korupsi harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) Hasil 

Amandemen.1 

 

Dampak tindak pidana korupsi selain merugikan keuangan atau perekonomian 

negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional. 

Terjadinya tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan 

pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan 

karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai 

kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary 

crime), sehingga diperlukan penegakan hukum yang komprehensif.2 

 

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang dapat menghambat 

pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dengan cara yang luar biasa 

 

1 Syed Husein Alatas, Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer. 

Penerbit LP3ES, Jakarta, 2004, hlm. 12. 
2 Gratia Debora Mumu. Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Lex 

Administratum, Vol. IV/No. 3/Mar/2016, hlm.85. 
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dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila 

dan UUD 1945.3 Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang meluas 

dan sistematis, merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak 

ekonomi masyarakat, sehingga diperlukan penegakan hukum yang komprehensif.4 

 

Mengingat dampak tindak pidana korupsi tersebut maka diperlukan penegakan 

hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Penegakan hukum 

pidana dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum 

pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana jika berbagai 

dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan 

keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual dalam 

masyarakat. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak 

termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan hukum. 

 

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi idealnya dilakukan 

secara maksimal, baik dengan pidana penjara, pidana denda, maupun pidana 

tambahan pembayaran uang pengganti, sesuai dengan kesalahan yang 

dilakukannya.5 Diperlukan upaya penegakan hukum yang sinergis antar lembaga 

penegakan hukum dengan lembaga penegakan hukum lainnnya dalam 

pemberantasan tindak pidana korupsi.6 

 

 
 

 

3 Junaidi Abdullah. Tugas dan Wewenang Lembaga-Lembaga Penanganan Tindak Pidana Korupsi 

di Indonesia. Jurnal Yudisia, Vol. 5, No. 1, Juni 2014. hlm. 29. 
4 Sri Suwitri. Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi. Dialogue: 

Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik. Vol. 4, No. 1, Januari 2007. hlm. 51. 
5 Maryanto. Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum. Jurnal Ilmiah CIVIS, 

Volume II, No 2, Juli 2016. hlm. 43. 
6 Agustia Ayu Budhiyani. Tinjauan Yuridis Urgensi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Jurnal 

Recidive Vol. 3 No. 1 Januari- April 2014. hlm. 18. 
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Terjadinya tindak pidana korupsi salah satunya disebabkan oleh penyalahgunaan 

kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi7, sebagaimana diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (UUPTPK)8, menyatakan bahwa: 

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain 

atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana 

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan 

keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara 

seumur hidup atau paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua 

puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)” 

 
 

Salah satu perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang adalah korupsi 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Putusan Nomor 30/Pid.Sus- 

TPK/2022/PN.Tjk. Pelaku tindak pidana korupsi APBDes didakwa 

menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala Desa Rekso Binangun 

Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.9 

 

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi APBDes dalam Putusan 

Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk idealnya dilaksanakan dengan terpenuhinya 

unsur kemampuan bertanggungjawab, tidak ada alasan pembenar dan pemaaf bagi 

terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Terdakwa dipidana penjara selama 2 

(dua) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sejumlah uang Rp.100.000.000,00 

 

7 Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia (TLNRI) Tahun 1999 Nomor 3874 
8 Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia (TLNRI) Tahun 2001 Nomor 4150 
9https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-tanjung-karang/kategori/ 

korupsi-1.html 
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(seratus juta rupiah), subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan serta 

pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp.365.838.671,00 

(tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus 

tujuh puluh satu rupiah). Pidana tambahan berupa uang pengganti dilaksanakan 

paling lama satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, jika tidak 

membayar maka harta benda terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa untuk 

menutupi uang pengganti dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda 

yang mencukupi maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. 

 

Sesuai dengan uraian di atas maka isu hukum dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus- 

TPK/2022/PN.Tjk adalah pidana yang dijatuhkan masih belum optimal 

dibandingkan dengan ancaman pidana Pasal 3 UUPTPK, yaitu pidana penjara 

paling lama 20 (dua puluh) tahun. Majelis hakim hanya menjatuhkan pidana 

penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Selain itu pidana denda sebesar 

Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), subsider pidana kurungan selama 6 

(enam) bulan juga kurang maksimal karena ancaman pidana denda maksimalnya 

adalah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Terdakwa dapat memilih pidana 

kurungan selama 6 (enam) bulan, dari pada harus membayar pidana denda. 

 

Hakim idealnya dapat menjatuhkan pidana yang maksimal mengingat besarnya 

kerugian negara dalam perkara ini sebesar Rp.365.838.671,00 (tiga ratus enam 

puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh satu 

rupiah). Selain itu terdakwa melakukan korupsi dana APBDes selama kurun 

waktu Tahun 2019 s.d. Tahun 2020, dengan cara mengurangi jumlah dan kualitas 

material pembangunan infrastruktur Desa serta melakukan penggelembungan 
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dana belanja untuk pembangunan infrastruktur Desa. Dana APBDes yang 

seharusnya dipergunakan untuk pembangunan Desa dan pelayanan terhadap 

masyarakat, justru dikorupsi oleh Terdakwa, sehingga semestinya Majelis hakim 

menjatuhkan pidana maksimal untuk memberikan efek jera dan sebagai 

pembelajaran kepada pihak lain agar tidak melakukan tindak pidana serupa. 

 

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan 

kerugian keuangan negara, oleh karena itu pelakunya harus mempertanggung 

jawabkan perbuatannya di depan hukum sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. 

Salah satu perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diuraikan di atas adalam 

korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Anggaran ini 

seharusnya dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk 

pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, tetapi justri dikorupsi oleh 

pelaku dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai kepala desa. 

 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin mengkaji dan menganalisis 

mengenai bagaimana Penuntut Umum dapat menentukan pasal yang dijerat 

terhadap terdakwa dan bagaimana proses pengembalian harta terpidana apakah 

dapat menjadi pertimbangan meringankan hukum. Maka penulis melakukan 

penelitian dalam bentuk Tesis yang berjudul: “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku 

Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa” (Studi Putusan 

Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk). 
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan 

 

a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi 

APBDes dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk? 

b. Apakah pengembalian kerugian negara tindak pidana korupsi dari harta 

terpidana dapat menjadi pertimbangan yang meringankan hukuman? 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana, dengan substansi mengenai 

pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi APBDes. Ruang 

lingkup lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan 

waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2023-2024. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

 

a. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi 

APBDes dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk 

b. Untuk menganalisis pengembalian kerugian negara dari harta terpidana 

korupsi APBDes sebagai pertimbangan yang meringankan hukuman 

 

2. Kegunaan Penelitian 

 

a. Kegunaan Teoritis 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu 

hukum pidana, khususnya pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana 

korupsi APBDes dan pengembalian kerugian negara dari harta terpidana 

korupsi APBDes sebagai pertimbangan yang meringankan pidana. 
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b. Kegunaan Praktis 

 

Hasil pelnellitian ini diharapkan dapat belrgulna selbagai pandulan bagi aparat 

pelnelgak hulkulm dalam pelnelgakan hulkulm telrhadap pellakul tindak pidana 

korulpsi. Sellain itul selbagai salah satul syarat ulntulk melraih gellar Magistelr 

Hulkulm pada Program Stuldi Magistelr Ilmul Hulkulm Ulnivelrsitas Lampulng. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

 
 

1. Alur Pikir 

 

 

Gambar 1. Alulr Pikir Pelnellitian 
 

 

 

 

 

Pelaku Tindak Pidana Korupsi APBDes 

Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk 
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Uang Pengganti) 
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Pertanggungjawaban Pidana 
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2. Kerangka Teoritis 

 
 

a. Telori Pelrtanggulngjawaban Pidana 

 
 

Melnulrult Suldarto, pelrtanggulngjawaban pidana dalam kontelks pelmidanaan haru ls 

ada kelsalahan, yang telrdiri atas belbelrapa ulnsulr selbagai belrikult: 

a. Adanya kelmampulan belrtanggulng jawab pada si pelmbulat (Schulldfahigkelit 

ataul Zulrelchnulngsfahigkelit); artinya keladaan jiwa si pelmbulat haruls 

normal. 

b. Adanya kelsalahan, baik yang belrulpa kelselngajaan (doluls) ataul kelalpaan 

(cullpa) 

c. Tidak adanya alasan pelmaaf dan alasan pelmbelnar. Kalaul keltiga-tiga ulnsulr 

ada maka orang yang belrsangkultan bisa dinyatakan belrsalah atau l 

melmpulnyai pelrtanggulng jawab pidana, selhingga bisa dipidana.10 

 

Pelrtanggulngjawaban pidana dilaksanakan belrdasarkan asas lelgalitas, seldangkan 

dasar dapat dipidananya sulatul pelrbulatan adalah asas kelsalahan. Ini belrarti bahwa 

pellakul pelrbulatan pidana hanya akan dipidana jika ia melmpulnyai kelsalahan dalam 

mellakulkan pelrbulatan pidana telrselbult.11 

 

Selsulai delngan pelngelrtian di atas maka pelrtanggulngjawaban pidana melrulpakan 

implelmelntasi tanggulngjawab selselorang ulntulk melnelrima seltiap risiko atau l 

konselkulelnsi yulridis yang mulncull selbagai akibat tindak pidana yang tellah 

dilakulkannya. Pelrtanggulngjawaban pidana ini melnulntult adanya kelmampulan 

belrtanggulngjawab pellakul. Pada prinsipnya pelrtanggulngjawaban pidana ini sama 

halnya belrbicara melngelnai kelsalahan yang melrulpakan asas fulndamelntal dalam 

hulkulm pidana, yang melndalilkan bahwa tiada pidana tanpa kelsalahan. 

 

 

 

10 Suldarto, Hulkulm Pidana I. Fakulltas Hulkulm Ulnivelrsitas Diponelgoro, Selmarang, 1990, hlm. 45. 
11 Roelslan Salelh. Pelrbulatan Pidana Dan Pelrtanggulngjawaban Pidana: Dula Pelngelrtian Dasar 

Dalam Hulkulm Pidana. Celntra, Jakarta, 1983, hlm. 5. 
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b. Telori Pelmidanaan 

 
 

Melnulrult Barda Nawawi Arielf selbagaimana dikultip dalam bulkul Nikmah Rosidah, 

pelmidanaan melrulpakan pelnjatulhan pidana/selntelncing selbagai ulpaya yang sah 

yang dilandasi olelh hulkulm ulntulk melngelnakan nelstapa pelndelritaan pada 

selselorang yang mellaluli prosels pelradilan pidana telrbulkti selcara sah dan 

melyakinkan belrsalah mellakulkan sulatul tindak pidana. Jadi pidana belrbicara 

melngelnai hulkulmannya dan pelmidanaan belrbicara melngelnai prosels pelnjatulhan 

hulkulman itul selndiri.12 

 

Telrdapat tiga telori yang belrkaitan delngan tuljulan pelmidanaan, selbagai belrikult: 

 

a. Telori Absolult ataul pelmbalasan 

Melnulrult telori ini pidana dijatulhkan selmata-mata karelna orang tellah 

mellakulkan sulatul keljahatan ataul tindak pidana. Pidana melrulpakan sulatu l 

pelmbalasan yang multlak dari sulatul pelrbulatan tindak pidana tanpa tawar 

melnawar. Pelmbalasan melrulpakan tulntultan multlak, bulkan hanya selsulatul yang 

pelrlul dijatulhkan teltapi multlak melnjadi sulatul kelharulsan kelrana hakelkat dan 

pidana adalah pelmbalasan. 

b. Telori Rellatif ataul Tuljulan 
Melnulrult telori ini tuljulan pidana bulkanlah selkeldar rnellaksanakan pelmbalasan 

dari sulatul pelrbulatan jahat, teltapi julga rnelrnpulnyai tuljulan lain yang 

belrmanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatulhkan bulkan karelna orang tellah 

belrbulat jahat, mellainkan pidana dijatulhkan agar orang tidak mellakulkan 

keljahatan. Melmidana haruls ada tuljulan lelbih lanjult daripada hanya 

melnjatulhkan pidana saja.. 

c. Telori Intelgratif ataul Gabulngan 

Melnulrult telori ini pelmbelrian pidana di samping selbagai pelmbalasan dari sulatul 

tindak pidana yang dilakulkan julga selbagai ulsaha melncelgah dilakulkannya 

tindak pidana. Sellain selbagai pelmbalasan atas sulatul tidak pidana, pidana 

dibelrikan ulntulk melmpelngarulhi pelrilakul masyarakat ulmulm delmi 

pelrlindulngan masyarakat. Tuljulan pidana dan pelmbelnaran pelnjatulhan pidana 

di samping selbagai pelmbalasan julga diakuli selbagai pidana yang melmiliki 

kelmanfaatan baik telrhadap individul maulpuln telrhadap masyarakat.13 
 

 

 
12 Nikmah Rosidah, Asas-Asas Hulkulm Pidana. Pelnelrbit Pulstaka Magistelr, Selmarang. 2011 

hlm.68. 
13 Mulladi dan Barda Nawawi Arielf. Telori-Telori Kelbijakan Hulkulm Pidana. Alulmni, Bandulng. 

2011. hlm.32. 
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3. Konseptual 

 

a. Pelrtanggulngjawaban pidana (criminal relsponsibility) adalah melkanismel ulntulk 

melnelntulkan apakah selselorang telrdakwa ataul telrsangka dapat dipelrtanggulng 

jawabkan atas sulatul tindak pidana yang telrjadi ataul tidak. Ulntulk dapat 

dipidananya si pellakul, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakulkannya itu l 

melmelnulhi ulnsulr-ulnsulr yang tellah ditelntulkan dalam ulndang-ulndang.14 

b. Korulpsi adalah pelnyellelwelngan ataul pelnggellapan (ulang nelgara ataul 

pelrulsahaan, dan selbagainya) ulntulk kelulntulngan pribadi ataul orang lain. 15 

c. Tindak pidana korulpsi adalah pelrbulatan mellawan hulkulm mellakulkan 

pelrbulatan melmpelrkaya diri selndiri ataul orang lain ataul sulatul korporasi yang 

dapat melrulgikan kelulangan nelgara ataul pelrelkonomian nelgara, dipidana delngan 

pidana pelnjara selulmulr hidulp ataul pidana pelnjara paling singkat 4 (elmpat) 

tahuln dan paling lama 20 (dula pullulh) tahuln dan delnda paling seldikit 

Rp200.000.000,00 (dula ratuls julta rulpiah) dan paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satul milyar rulpiah).16 

d. APBDels adalah Anggaran Pelndapatan dan Bellanja Delsa telrdiri atas bagian 

pelndapatan, bellanja dan pelmbiayaan delsa.17 

 

E. Metode Penelitian 

 

1. Tipe Penelitian 

 
 

Tipel pelnellitian ini adalah pelnellitian normatif, yang pada asasnya melrulpakan 

pelnellitian hulkulm doktrial ataul pelnellitian hulkulm teloritis. Diselbult delmikian karelna 

 

14 Moelljatno, Op.Cit. hlm. 46. 
15 Elrmansyah Djaja, Melmbe lrantas Korulpsi Belrsama KPK, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4. 
16 Pasal 2 UlUlPTK 
17 Pasal 72 Ayat (1) Ulndang-Ulndang Nomor 6 Tahuln 2014 telntang Delsa. 
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pada pelnellitian normatif ini fokuls pada kajian telrtullis yakni melnggulnakan data 

selkulndelr selpelrti melnggulnakan pelratulran pelrulndang-ulndangan, kelpultulsan 

pelngadilan, telori hulkulm, asas-asas hulkulm, prinsip-prinsip hulkulm, dan dapat 

belrulpa hasil karya ilmiah parah sarjana (doktrin).18 Pelnellitian normatif digulnakan 

ulntulk melnganalisis pelrtanggulngjawaban pidana pellakul tindak pidana korulpsi 

APBDels dan pelngelmbalian kelrulgian nelgara tindak pidana korulpsi dari harta 

telrpidana dapat melnjadi pelrtimbangan yang melringankan hulkulman. 

 

2. Pendekatan Penelitian 

 

Pelndelkatan pelnellitian yang digulnakan adalah pelndelkatan kasuls, pelndelkatan 

konselptulal dan pelndelkatan pelrulndang-ulndangan, selbagai belrikult: 

a. Pelndelkatan Kasuls (Casel Approach). Pelndelkatan ini dilakulkan delngan 

mellakulkan tellaah pada kasuls yang belrkaitan delngan isul hulkulm yang 

dihadapi.19 

b. Pelndelkatan Pelrulndang-Ulndangan (Statultel Approach). Pelndelkatan ini 

dilakulkan delngan melnellaah pelratulran pelrulndang-ulndangan yang belrsangkult 

pault delngan pelrmasalahan (isul hulkulm) yang seldang dihadapi.20 

c. Pelndelkatan Konselptulal (Concelptulal Approach). Pelndelkatan ini belranjak dari 

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang belrkelmbang di dalam ilmu l 

hulkulm selbagai pijakan ulntulk melmbanguln argulmelntasi hulkulm.21 

 

 

 

 
 

18 Irwansyah, Pelne llitian Hulkulm Pilihan Meltodel dan Praktik Pelnullisan Artikell, Mirra  Bulana 

Meldia, Yogyakarta, 2020, hlm.98.. 
19 Amaruldin dan Zainal Asikin, Pelngantar Meltodel Pelne llitian Hulkulm, Rajawali Pelrs, Jakarta, 

2012. hlm.124. 
20 Ibid. 
21 Ibid. hlm. 125. 
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3. Sumber dan Jenis Data 

 

Data yang digulnakan dalam pelnellitian ini adalah data selkulndelr, yang telrdiri dari 

bahan hulkulm primelr, yaitul bahan hulkulm selkulndelr dan yaitul bahan hulkulm telrsielr: 

a. Bahan Hulkulm Prime lr, adalah bahan hulkulm yang melmiliki otoritatif, antara 

lain telrdiri dari: 

1) Ulndang-Ulndang Nomor 8 Tahuln 1981 telntang Kitab Ulndang-Ulndang 

Hulkulm Acara Pidana. Tambahan Le lmbaran Nelgara Relpulblik Indonelsia 

(TLNRI) Nomor 3209. Lelmbaran Nelgara Relpulblik Indonelsia (LNRI) 

Tahuln 1981 Nomor 76 

2) Ulndang-Ulndang Nomor 4 Tahuln 2004 selbagaimana diulbah delngan 

Ulndang-Ulndang Nomor 48 Tahu ln 2009 telntang Kelkulasaan Kelhakiman 

Relpulblik Indonelsia. Tambahan Lelmbaran Nelgara Relpulblik Indonelsia 

(TLNRI) Tahu ln 2009 Nomor 5076, Le lmbaran Nelgara Relpulblik Indonelsia 

(LNRI) Tahu ln 2009 Nomor 157. 

3) Ulndang-Ulndang Nomor 31 Tahuln 1999 selbagaimana diulbah delngan 

Ulndang-Ulndang Nomor 20 Tahu ln 2001 telntang Pelmbelrantasan Tindak 

Pidana Koru lpsi, Tambahan Lelmbaran Nelgara Relpulblik Indonelsia 

(TLNRI) Tahu ln 2001 Nomor 4150, Le lmbaran Nelgara Relpulblik Indonelsia 

(LNRI) Nomor 134. 

4) Ulndang-Ulndang Nomor 6 Tahu ln 2014 telntang Delsa. Tambahan Le lmbaran 

Nelgara Relpulblik Indonelsia (TLNRI) Nomor 5495.Lelmbaran Nelgara 

Relpulblik Indonelsia (LNRI) Tahu ln 2014 Nomor 7. 

5) Ulndang-Ulndang Nomor 1 Tahuln 2023 telntang Kitab Ulndang-Ulndang 

Hulkulm Pidana. Tambahan Lelmbaran Nelgara Relpulblik Indonelsia Nomor 
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(TLNRI) Tahuln 2023 Nomor 6842, Lelmbaran Nelgara Relpulblik Indonelsia 

Tahuln 2023 Nomor 1. 

6) Pelratulran Pelmelrintah Nomor 27 Tahuln 1983 selbagaimana diulbah delngan 

Pelratulran Pelmelrintah Nomor 92 Tahuln 2015 telntang Peldoman 

Pellaksanaan Kitab Ulndang-Ulndang Hulkulm Acara Pidana. Tambahan 

Lelmbaran Nelgara Relpulblik Indonelsia (TLNRI) Tahuln 2015 Nomor 5772, 

Lelmbaran Nelgara Relpulblik Indonelsia (LNRI) Tahuln 2015 Nomor 290. 

7) Pelratulran Melntelri Dalam Nelgelri Nomor 20 Tahuln 2018 telntang 

Pelngellolaan Kelulangan Delsa, Belrita Nelgara Relpulblik Indonelsia (BNRI) 

Tahuln 2018 Nomor 611. 

8) Pultulsan Pelngadilan Nelgelri Kellas IA Tanjulng Karang Nomor: 30/Pid.Suls- 

 

TPK/2022/PN.Tjk 

 

b. Bahan Hulkulm Selkulndelr adalah bahan hulkulm yang melmbelrikan keltelrangan 

telrhadap bahan hulkulm selkulndelr, yaitul bahan hulkulm yang belrsulmbe lr dari 

pelndapat para ahli dalam litelratulr (bulkul) hulkulm, julrnal ataul artikell. 

c. Bahan Hulkulm Telrsielr, adalah belrbagai bahan hulkulm yang melmbelrikan 

tambahan pelnjellasan bahan hulkulm prime lr dan selkulndelr, di antaranya kamu ls 

dan elnsiklopeldia. 

 

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

Pelngulmpullan data dilakulkan mellaluli stuldi kelpulstakaan ulntulk melngkaji dokulmeln- 

dokulmeln yang telrkait delngan objelk pelnellitian. Adapuln ulntulk melmpelrtelgas data 

yang belrsulmbelr dari stuldi pulstaka, dilakulkan wawancara selcara melndalam 

(indelpth intelrvielw), melnggulnakan kulisionelr selbagai pandulan pelwawancara 

kelpada narasulmbelr selbagai belrikult: 
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a. Jaksa Pelnulntult Ulmulm pada Keljari Bandar Lampulng : 1 orang 

 

b. Hakim pada Pelngadilan Nelgelri Tanjulng Karang : 1 orang 

 

c. Advokat di Bandar Lampulng : 1 orang+ 
 

Julmlah : 3 orang 

 
 

Pelngolahan data mellipulti tahapan selbagai belrikult: 

 

a. Sellelksi Data, adalah tahapan melmelriksa data yang telrkulmpull ulntulk 

melngeltahuli kellelngkapannya dan dipilih selsulai delngan pelrmasalahan. 

b. Klasifikasi Data, adalah tahapan melnelmpatkan data melnulrult kellompok yang 

tellah diteltapkan dalam rangka melmpelrolelh data yang akulrat ulntulk 

kelpelntingan pelnellitian. 

c. Sistelmatisasi Data, adalah tahapan melnyulsuln data yang saling belrhulbulngan 

dan melrulpakan satul kelsatulan yang bullat dan telrpadul pada sulbpokok bahasan 

selsulai sistelmatika yang diteltapkan ulntulk melmpelrmuldah intelrpreltasi data. 

 

5. Analisis Data 

 

Analisis data dilakulkan delngan intelrpreltasi hulkulm yaitul digulnakan intelpreltasi, 

gramatika, sistelmatis dan filosofis. Hasil analisis disajikan selcara delskriptif 

kulalitatif dan pelnarikan simpullan selcara indulktif. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pertanggungjawaban Pidana 

 
 

Pelrtanggulngjawaban pidana (telorelkelnbaarddhelid ataul criminal relsponsibility) 

adalah sulatul melkanismel ulntulk melnelntulkan apakah selselorang telrdakwa ataul 

telrsangka dipelrtanggulngjawabkan ataul sulatul tindak pidana telrjadi ataul tidak. 

Pelrtanggulngjawaban pidana dibanguln olelh hulkulm pidana ulntulk belrelaksi telrhadap 

pellanggaran atas kelselpakatan melnolak sulatul pelrbulatan telrtelntul. Dipidananya 

selselorang tidaklah culkulp apabila orang itul tellah mellakulkan pelrbulatan yang 

belrtelntangan delngan hulkulm ataul belrsifat mellawan hulkulm.22 

 

Belbelrapa ahli melmbelrikan pelngelrtian pelrtanggulngjawaban pidana selbagai 

belrikult: 

a. Simons melngartikan bahwa kelmampulan belrtanggulngjawab adalah 

keladaan psikis seldelmikian rulpa, selhingga pelnelrapan sulatul ulpaya 

pelmidanaan, baik ditinjaul selcara ulmulm ataul dari suldult orangnya dapat 

dibelnarkan. 

b. Van Hamell melngartikan pelrtanggulngjawaban pidana adalah sulatul keladaan 

normal psikis dan kelmahiran yang melmbawa tiga macam kelmampulan, 

yaitul pelrtama, mampul ulntulk dapat melngelrti makna selrta akibat sulnggulh- 

sulnggulh dari pelrbulatan-pelrbulatan selndiri. Keldula, mampul ulntulk 

melnginsyafi bahwa pelrbulatan-pelrbulatan itul belrtelntangan delngan 

keltelrtiban masyarakat. Keltiga, mampul ulntulk melnelntulkan kelhelndak 

belrbulat. 

c. Pompel melngartikan pelrtanggulngjawaban pidana dalam batasan ulnsulr- 

ulnsulr yaitul kelmampulan belrpikir pada pellakul yang melmulngkinkan 

melngulasai pikirannya dan melnelntulkan kelhelndaknya, pellakul dapat 

melngelrti makna dan akibat dari tingkah lakulnya selrta pellakul dapat 
 
 

22 Mahruls Ali. Dasar-Dasar Hulkulm Pidana. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 68. 
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melnelntulkan kelhelndaknya selsulai delngan pelndapatnya (telntang makna dan 

akibat tingkah lakulnya).23 

 

Selsulai delngan pelndapat para ahli telrselbult dikeltahuli bahwa pelrtanggulngjawaban 

pidana belrbelda delngan pelrbulatan pidana. Pelrbulatan pidana hanya melnulnju lk 

kelpada dilarang dan diancamnya pelrbulatan delngan sulatul pidana. Apakah orang 

yang mellakulkan pelrbulatan kelmuldian dijatulhi pidana, telrgantulng dari pada 

pelrbulatan telrselbult melngandulng kelsalahan. 

Asas dalam pelrtanggulngjawaban hulkulm pidana adalah tindak dipidana 

jika tidak ada kelsalahan (Geleln straf zondelr schulld; Actuls non facit relulm 

nisi melns sis rela) yang artinya pelnilaian pelrtanggulngjawaban pidana itul 

dituljulkan kelpada sikap batin pellakulnya, bulkan pelnilaian telrhadap 

pelrbulatannya. Pelngelculalian prinsip actuls reluls dan melns rela adalah hanya 

pada dellik-dellik yang belrsifat strict liability (pelrtanggulngjawaban 

multlak), di mana pada tindak pidana yang delmikian itul adanya ulnsulr 

kelsalahan ataul melns rela tidak pelrlul dibulktikan.24 

 

Adanya pelrtanggulngjawaban pidana pellakul tindak pidana didasarkan pada adanya 

ulnsulr-ulnsulr yaitul adanya kelmampulan telrdakwa ulntulk melmpelrtanggulngjawabkan 

pelrbulatannya, adanya ulnsulr kelsalahan, selrta tidak adanya alasan pelmaaf dan 

pelmbelnar bagi telrdakwa ulntulk mellakulkan kelsalahan telrselbult. Adapuln ulraiannya 

adalah selbagai belrikult: 

 

1. Adanya kelmampulan pellakul ulntulk belrtanggulngjawab 

 

Kelmampulan belrtanggulng jawab melrulpakan salah satul ulnsulr kelsalahan yang tidak 

dapat dipisahkan delngan dula ulnsulr tindak pidana lainnya. Istilah kelmampulan 

belrtanggulng jawab dalam bahasa Bellanda adalah “toelrelkelningsvatbaar”. 

Selbelnarnya melnulrult eltika seltiap orang belrtanggulng jawab atas selgala 

 

23 Telgulh Praseltyo. Hulkulm Pidana. Raja Grafindo Pelrsada, Delpok, 2010, hlm. 85. 
24 Elddy O.S. Hiarij. Prinsip-Prinsip Hulkulm Pidana. Cahaya Atma Pulstaka, Yogyakarta, 2014, 

hlm. 121. 
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pelrbulatannya, teltapi dalam hulkulm pidana yang melnjadi pokok pelrmasalahan 

hanyalah tingkah lakul yang melngakibatkan hakim melnjatulhkan pidana. Mampu l 

belrtanggulng jawab melrulpakan syarat kelsalahan. Mampul belrtanggulng jawab 

melrulpakan masalah yang belrkaitan delngan keladaan melntal pelmbulat yang dapat 

dipelrtanggulngjawabkan dalam hulkulm pidana. Selbagai dasar dapat dikatakan 

bahwa orang yang normal jiwanya mampul belrtanggulng jawab, ia mampul melnilai 

delngan pikiran dan pelrasaannya bahwa pelrbulatannya itul dilarang, artinya tidak 

dikelhelndaki olelh ulndang-ulndang, dan ia selharulsnya belrbulat selpelrti pikiran dan 

pelrasaannya itul.25 

 

Kelmampulan belrtanggulngjawab sellalul belrhulbulngan delngan keladaan psikis 

pelmbulat. Kelmampulan belrtanggulngjawab ini sellalul dihulbulngkan delngan 

pelrtanggulngjawaban pidana, hal ini yang melnjadikan kelmampulan 

belrtanggulngjawaban melnjadi salah satul ulnsulr pelrtanggulngjawaban pidana. 

Kelmampulan belrtanggulng jawab melrulpakan dasar ulntulk melnelntulkan pidana dan 

haruls dibulktikan ada tidaknya olelh hakim, karelna apabila selselorang telrbulkti tidak 

melmiliki kelmampulan belrtanggulng jawab hal ini melnjadi dasar tidak 

dipelrtanggulngjawabkannya pelmbulat, artinya pelmbulat pelrbulatan tidak dapat 

dipidana atas sulatul keljadian tindak pidana.26 

 

Selsulai delngan pelnjellasan di atas dikeltahuli bahwa pelrtanggulngjwaban pidana 

apabila dilihat dari orangnya, maka ulnsulr yang haruls dipelrhatikan adalah ulnsulr 

kelmampulan belrtanggulngjawab. Selselorang yang mampul belrtanggulngjawab haruls 

dipelrtanggulngjawabkan   atas   pelrbulatan   yang   dilakulkannya   dan   dinyatakan 
 

25 Chairull Hulda. Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kelsalahan’ Melnuljul Kelpada ‘Tiada 

Pe lrtanggulngjawaban Pidana Tanpa Kelsalahan. Kelncana, Jakarta, 2006, hlm. 94. 
26 H.A. Zainal Abidin Farid. Hulkulm Pidana 1. Sinar Grelafika, Jakarta, 2010. hlm. 222. 
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belrsalah, olelh karelna itul dipidananya selselorang yang mellakulkan pelrbulatan 

telrgantulng apakah dalam mellakulkan pelrbulatan ini dia melmpulnyai kelsalahan ataul 

tidak. Kelmampulan orang ulntulk melmbelda-beldakan antara pelrbulatan yang baik 

dan yang bulrulk didasarkan atas kelmampulan faktor akal, yaitul orang itul dapat 

melmbeldakan pelrbulatan yang dipelrbolelhkan dan pelrbulatan yang dilarang. 

 

Kelmampulan ulntulk melnelntulkan kelhelndaknya melnulrult kelinsyafan telntang baik 

bulrulknya pelrbulatan melrulpakan faktor pelrasaan yaitul dapat melnyelsulaikan tingkah 

lakulnya delngan kelinsyafan atas mana yang dipelrbolelhkan dan mana yang tidak. 

Orang yang tidak mampul melnelntulkan kelhelndaknya melnulrult kelinsyafan telntang 

baik ataul bulrulknya sulatul pelrbulatan, maka dia tidak melmpulnyai kelsalahan bila dia 

mellakulkan tindak pidana, orang delmikian itul tidak dapat dipelrtanggulngjawabkan. 

Pelnjellasan di atas selsulai delngan Pasal 44 ayat (1) KUlHP: “Barangsiapa 

mellakulkan pelrbulatan yang tidak dapat dipelrtanggulngjawabkan kelpadanya karelna 

jiwanya cacat dalam pelrtulmbulhan ataul telrganggul karelna cacat, tidak dipidana”. 

Bila tidak dipelrtanggulngjawabkan itul diselbabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak 

normal dikarelnakan dia masih mulda, maka pasal telrselbult tidak dapat dikelnakan 

apabila hakim akan melnjalankan Pasal 44 KUlHP, maka selbellulmnya haruls 

melmpelrhatikan apakah tellah dipelnulhi dula syarat selbagai belrikult: 

1) Syarat psikiatris, yaitul pada telrdakwa haruls ada kulrang selmpulrna 

akalnya ataul sakit belrulbah akal, yaitul keladaan kelgilaan (idiotel), yang 

mulngkin ada seljak kellahiran ataul karelna pelnyakit jiwa dan keladaan ini 

haruls telruls-melnelruls. 

2) Syarat psikologis ialah ganggulan jiwa itul haruls pada waktul si pellaku l 

mellakulkan pelrbulatan pidana, olelh selbab itul sulatul ganggulan jiwa yang 

timbull selsuldah pelristiwa telrselbult, delngan selndirinya tidak dapat melnjadi 

selbab telrdakwa tidak dapat dijatulhi pidana.27 
 
 

27 https://www.hulkulmonlinel.com/klinik/a/siapakah-yang-belrhak-melnelntulkan-gila-ataul-tidaknya- 

pellakul-tindak-pidana-lt552a5beld4446c/ 

http://www.hukumonline.com/klinik/a/siapakah-yang-berhak-menentukan-gila-atau-tidaknya-
http://www.hukumonline.com/klinik/a/siapakah-yang-berhak-menentukan-gila-atau-tidaknya-
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Selsulai delngan Pasal 44 KUlHP, selselorang yang mellakulkan tindak pidana tidak 

dapat belrtanggulng jawab atas belrbulatan yang tellah ia lakulkan apabila tidak 

melmiliki ulnsulr kelmampulan belrtanggulng jawab, keltidak mampulan ulntulk 

belrtanggulng jawab apabila di dalam diri pellakul telrdapat kelsalahan. 

 

Kelsalahan ini telrbagi atas dula bagian yaitul pelrtama dalam masa pelrtulmbulhan 

pellakul, pellakul melngalami cacat melntal, selhingga hal itul melmpelngarulhi pellaku l 

ulntulk melmbe ldakan anatara pelrbulatan yang baik dan bulrulk. Keldula, jika jiwa 

pellakul melngalami ganggulan kelnormalan yang diselbabkan sulatul pelnyakit, 

selhingga akalnya kulrang belrfulngsi. Alasan yang melnye lbabkan selselorang tidak 

dapat dipidana yaitul selbagai belrikult: 

a. Adanya alasan pelmbelnar, yaitul alasan yang melnghapulskan sifat mellawan 

hulkulmnya pelrbulatan, selhingga apa yang dilakulkan olelh telrdakwa lalu l 

melnjadi pelrbulatan yang patult dan belnar. 

b. Adanya alasan pelmaaf, yaitul alasan yang melnghapulskan kelsalahan 

telrdakwa, pelrbulatan yang dilakulkan olelh telrdakwa teltap belrsifat mellawan 

hulkulm jadi melrulpakan pelrbulatan pidana, teltapi dia tidak dipidana karelna 

tidak melmpulnyai kelsalahan. 

c. Adanya alasan pelnghapulsan pelnulntultan, disini soalnya bulkan ada alasan 

pelmbelnar maulpuln alasan pelmaaf, jadi tidak ada pikiran melngelnai sifat 

pelrbulatan, teltapi pelmelrintah melnganggap bahwa atas dasar ultilitas/ 

kelmanfaatan kelpada masyarakat, selbaliknya tidak diadakan pelnulntultan.28 

 

2. Adanya kelsalahan 

 

Kelsalahan selbagai ulnsulr pelrtanggulngjawaban pidana dapat dilihat dari belntulk 

kelsalahan yaitul kelselngajaan (doluls) dan kelalpaan/lalai (cullpa), di lular dari du la 

belntulk kelsalahan ini yang melrulpakan hulbulngan batin dari pellakul dan 

pelrbulatannya, KUlHP tidak melngelnal macam kelsalahan lain.29 Adapuln sikap batin 

yang belrkaitan delngan pelrbulatan yang melnimbullkan cellaan adalah: 

 
 

28 Ibid.. 
29 Roelslan Salelh. Op.Cit, hlm. 7. 
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a. Kelselngajaan 

 

Selngaja melrulpakan pelrbulatan yang dikelhelndaki dan dikeltahuli. Hal ini belrarti 

selselorang yang belrbulat selngaja itul haruls dikelhelndaki apa yang dipelrbulat dan 

haruls dikeltahuli julga atas apa yang dipelrbulat. Maksuld selngaja adalah belntulk 

selngaja yang paling seldelhana, selngaja adalah yang melnyatakan selngaja 

selbagai maksuld apabila pelmbulat melnghelndaki akibat pelrbulatanya, ia tidak 

pelrnah mellakulkan pelrbulatannya apabila pelmbulat melngeltahuli bahwa akibat 

pelrbulatannya tidak akan telrjadi. Selngaja delngan kelsadaran telntang kelpastian. 

Selngaja delngan kelsadaran kelpastian adalah pelmbulat yakin bahwa akibat yang 

dimaksuldkannya tidak akan dicapai tanpa telrjadinya akibat yang tidak 

dimaksuld, ataul melnulrult telori kelhelndak, apabila pelmbulat julga melnghelndaki 

akibat ataul hal-hal yang tulrult selrta melmpelngarulhi telrjadinya akibat yang lelbih 

dahullul tellah dapat digambarkan selbagai akibat yang tidak dapat diellakkan 

telrjadinya, maka orang itul mellakulkan selngaja delngan kelpastian telrjadi.30 

 

Selngaja delngan kelsadaran kelmulngkinan selkali telrjadi/selngaja belrsyarat/doluls 

elvantulalis, adalah telrjadi jika pelmbulat teltap mellakulkan yang dikelhelndakinya 

walaulpuln ada kelmulngkinan akibat lain yang sama selkali tidak diinginkannya 

telrjadi, jika walaulpuln akibat (yang sama selkali tidak diinginkan) itul 

diinginkan dari pada melnghelntikan pelrbulatannya, maka telrjadi pulla 

kelselngajaan. Ulntulk adanya kelselngajaan dipelrlulkan dula syarat: 

(1) Telrdakwa melngeltahuli kelmulngkinan adanya akibat/keladaan yang 

melrulpakan dellik, dibulktikan dari kelcelrdasan pikirannya yang dapat 

disimpullkan antara lain dari pelngalaman, pelndidikan/lapisan 

masyarakat di mana telrdakwa hidulp. 
 

 
 

30 Ibid. hlm. 8. 
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31 Ibid. hlm. 9. 
32 Ibid. hlm. 10. 

 

 

 

 

(2) Sikapnya telrhadap kelmulngkinan itul andaikata timbull, dapat diseltuljuli 

ataul belrani melnanggulng relsikonya, dapat dibulktikan dari ulcapan- 

ulcapan telrdakwa di selkitar pelrbulatan, tidak melngadakan ulsaha ulntulk 

melncelgah akibat yang tidak diinginkan. Apabila selorang pellakul tindak 

pidana melngeltahuli bahwa pelrbulatannya belrsifat mellanggar hulkulm dan 

delngan selngaja mellakulkan tindak pidana maka ia haruls 

melmpelrtanggulng jawabkan pelrbulatan telrselbult di delpan hulkulm.31 

 

b. Kellalaian/kelalpaan (cullpa) 

 

Kellalaian (cullpa) telrleltak antar selngaja dan kelbeltullan, bagaimanapuln julga 

cullpa dipandang lelbih ringan dibanding delngan selngaja, olelh karelna itul dellik 

cullpa, cullpa itul melrulpakan dellik selmul (qulasidellict) selhingga diadakan 

pelngulrangan pidana. Cullpa melncakulp kulrang celrmat belrpikir, kulrang 

pelngeltahulan ataul kulrang telrarah, dan ihwal cullpa disini jellas melruljulk kelpada 

kelmampulan psikis selselorang dan karelna itul dapat dikatakan bahwa cullpa 

belrari tidak ataul kulrang melndulga selcara nyata (telrlelbih dahullul kelmulngkinan 

mulncullnya) akibat fatal dari tindakan padahal itul muldah dilakulkan dan karelna 

itul selharulsnya dilakulkan.32 

 

Cullpa tidak hanya mulncull selbagai ellelmeln kelsalahan dalam dellik-dellik omisi, 

tapi julga dalam dellik-dellik (komisi) biasa lainnya, kadang kala dalam Pasal 

359 KUlHP dan Pasal 360 KUlHP, soal pelrbulatan tidak disinggulng, selhingga 

melngimplikasikan bahwa belragam tindakan telrcakulp di dalamnya, 

Kelsamaannya delngan dellik omisi selkalipuln hanya dalam hulbulngan kondisi 

fisik delngan tindakan, adalah bahwa keldulanya melnyangkult tindakan 

melmbiarkan (tidak belrbulat). Julga dalam hal cullpa ulntulk dellik (komisi) biasa, 

kelmampulan psikis selselorang tidak digulnakan, padahal kelmampulan telrselbult 
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33 Ibid. hlm. 11. 
34 H.A. Zainal Abidin Farid. Op.Cit. hlm. 223. 

 

 

 

 

selharulnya digulnakan. Dellik cullpa melngandulng dula macam, yaitul dellik 

kellalaian yang melnimbullkan akibat dan yang tidak melnimbullkan akibat, tapi 

yang diancam pidana ialah pelrbulatan keltidak hati-hatian itul selndiri, pelrbeldaan 

keldulanya muldah dipahami yaitul kellalaian yang melnimbullkan akibat delngan 

telrjadinya akibat itul maka diciptalah dellik kellalaian, seldangkan bagi yang 

tidak pelrlul melnimbullkan akibat delngan kellalaian/kulrang kelhati-hatian itu l 

selndiri suldah diancam delngan pidana.33 

 

c. Tidak ada alasan pelmaaf dan alasan pelmbelnar 

 
 

Pellakul tindak pidana dalam keladaan telrtelntul, tidak dapat mellakulkan tindakan lain 

sellain mellakulkan pelrbulatan tindak pidana, melskipuln hal itul tidak diinginkan. 

Selhingga delngan pelrbulatan telrselbult pellakul nya haruls melnghadi jalulr hulkulm. Hal 

itul tidak dihindari olelh pellakul melskipuln hal itul tidak diinginkan olelh dirinya 

selndiri. Hal itul dilakulkan olelh selselorang karelna faktor-faktor dari lular dirinya. 

Faktor-faktor dari lular dirinya ataul batinnya itullah yang melnyelbabkan pellaku l 

tindak pidana tidak dapat belrbulat lain yang melngakibatkan kelsalaahannya 

melnjadi telrhapuls. Artinya, belrkaitan delngan hal ini pellakul tindak pidana telrdapat 

alasan pelnghapulsan pidana, selhingga pelrtangguljawaban belrkaitan delngan hal ini 

ditulnggulkan smapai dapat dipastikan ada tidaknya ulnsulr alasan pelmaaf dalam diri 

pellakul tindak pidana telrselbult. Dalam hal ini selkalipuln pellakul tindak pidana dapat 

dicella namuln cellaan telrselbult tidak dapat dilanjultkan kelpadanaya karelna pellaku l 

tindak pidana tidak dapat belrbulat lain sellain mellakulkan tindak pidana telrselbult. 34 
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Selselorang barul dapat diminta pelrtanggulnngjawabannya apabila selselorang 

telrselbult mellakulkan kelsalahan ataul mellakulkan pelrbulatan yang mellanggar 

pelratulran pelrulndang-ulndangan. Asas lelgalitas ini melngandulng pelngelrtian, tidak 

ada pelrbulatan yang dilarang dan diancam delngan pidana kalaul hal itul telrlelbih 

dahullul bellulm dinyatakan dalam sulatul atulran pelrulndang-ulndangan. Selselorang 

barul dapat dimintakan pelrtanggulngjawabn apabila pelrbulatan itul melmang tellah 

diatulr, tidak dapat selselorang dihulkulm ataul dimintakan pelrtanggulngjawabannya 

apabila pelratulran telrselbult mulncull seltellah adanya pelrbulatan pidana. 

 

Selsulai konselp hulkulm pidana maka alasan pelmaaf dan alasan pelmbelnar 

melrulpakan sulatul alasan yang melnghapuls sifat mellawan hulkulmnya sulatul 

pelrbulatan. Alasan pelmbelnar dan alasan pelmaaf ini dibeldakan karelna keldulanya 

melmiliki fulngsi yang belrbelda. Adanya pelrbeldaan ini karelna alasan pelmbelnar 

adalah sulatul alasan “pelmbelnaran” atas sulatul tindak pidana yang mellawan hulku lm 

seldangkan alasan pelmaaf belruljulng pada “pelmaafan” telrhadap selselorang 

selkalipuln tellah mellakulkan pellanggar hulkulm atas tindak pidana yang tellah 

dipelrbulat. Dalam hulkulm pidana yang telrmasulk alasan pelmbelnar selpelrti keladaaan 

darulrat, pelmbellaan telrpaksa, Melnjalankan pelratulran pelrulndang-ulndangan, 

melnjalankan pelrintah jabatan yang sah. Keladaan darulrat melrulpakan salah satu l 

alasan pelmbelnar, yaitul sulatul alsan karelna selselorang melnghadapi dilelma situlasi 

ulntulk melmilih sulatul tindakan. 

 

Pelrtanggulngjawaban pidana bagi pellakul tindak pidana melrulpakan 

pelrtanggulngjawaban yang multlak dalam artian selbagaimana yang dirulmulskan 

bahwa orang yang pelrbulatannya tellah melmelnulhi ulnsulr dellik yang telrdapat dalam 
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pasal hulkulm pidana yang dilanggar. Prinsipnya ia melrulpakan orang yang baik 

selcara selndiri ataulpuln belrkait delngan orang lain, tellah dapat dijatulhi sanksi 

pidana. Hal telrselbult selsulai delngan syarat dapat dipidana pelrbulatan yaitul yang 

melmelnulhi rulmulsan dellik, yang belrsifat mellawan hulkulm dan dilakulkan karelna 

kelsalahan. Apabila hal telrselbult di atas dapat telrpelnulhi maka dapat dikelnakan 

pidana yang melrulpakan konselkulelnsi atas pelrbulatan yang tellah dilakulkan. 

 

B. Tindak Pidana Korupsi 

 
 

Pelngelrtian korulpsi selcara ulmulm diartikan selbagai pelrbulatan yang belrkaitan 

delngan kelpelntingan pulblik ataul masyarakat lulas ulntulk kelpelntingan pribadi dan 

ataul kellompok telrtelntul. Delngan delmikian selcara spelsifik ada tiga felnomelna yang 

telrcakulp dalam istilah korulpsi, yaitul pelnyulapan (bribelry), pelmelrasan (elxtraction), 

dan nelpotismel (nelpotism).35 

 

Keljahatan korulpsi pada hakelkatnya telrmasulk kel dalam keljahatan elkonomi, hal ini 

bisa dibandingkan delngan anatomi keljahatan elkonomi selbagai belrikult: 

a) Pelnyamaran ataul sifat telrselmbulnyi maksuld dan tuljulan keljahatan 

 

b) Kelyakinan si pellakul telrhadap kelbodohan dan kelselmbronoan si korban 

 

c) Pelnyelmbulnyian pellanggaran.36 

 

Tindak Pidana Korulpsi melrulpakan tindak pidana khulsuls di lular KUlHP. Hulku lm 

Pidana Khulsuls adalah hulkulm pidana yang diteltapkan ulntulk golongan orang 

khulsuls ataul yang belrhulbulngan delngan pelrbulatan-pelrbulatan khulsuls, telrmasulk di 

dalamnya hulkulm pidana militelr (golongan orang orang khulsuls) dan hulkulm 
 

35 Andi Hamzah, Pelmbe lrantasan Korulpsi, Raja Grafindo, Jakarta: 2005, hlm. 17. 
36 Basulki Minarno, Pelnyalahgulnaan Welwe lnang dan Tindak Pidana Korulpsi Dalam Pelngellolaan 

Kelulangan Daelrah. Laksbang Meldiatama, Palangkaraya, 2009, hlm. 26. 
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pidana fiskal (pelrbulatan-pelrbulatan khulsuls) dan hulkulm pidana elkonomi. Sellain 

hulkulm pidana khulsuls ini, hulkulm pidana ulmulm (iuls commulnel) teltap belrlaku l 

selbagai hulkulm yang melnambah (aanvulllelnd relch).37 

 

Pidana khulsuls telrselbult melmulat keltelntulan-keltelntulan yang dari keltelntulan pidana 

ulmulm yang melnyangkult selkellompok orang ataul pelrbulatan-pelrbulatan telrtelntul. 

Khulsulsan dari hulkulm pidana khulsuls dapat dilihat adanya keltelntulan melngelnai 

dapat dipidana sulatul pelrbulatan, keltelntulan telntang pidana dan tindakan dan 

melngelnai dapat ditulntultnya pelrbulatan, jadi pelnyimpangan-pelnyimpangan dari 

keltelntulan ulmulm inilah yang melrulpakan ciri-ciri dari hulkulm pidana khulsuls. 

Geljala-geljala adanya pidana dellik-dellik khulsuls melnulnjulk kapada adanya 

difelrelnsiasi dalam hulkulm pidana, sulatul kelcelndelrulngan yang belrtelntangan delngan 

adanya ulnifikasi dan keltelntulan-keltelntulan ulmulm dari hulkulm pidana khulsu ls 

melmpulnyai tuljulan dan fulngsi selndiri, akan teltapi asas-asas hulkulm pidana 

khulsulsnya "tiada pidana tanpa kelsalahan" haruls teltap dihormati.38 

 

Pelmbagian hulkulm pidana dalam hulkulm pidana sellain yang dikodifikasikan 

delngan hulkulm pidana yang tidak dikodifikasikan ada pelmbagian lain ialah hulku lm 

pidana ulmulm (iuls commulnel) dan hulkulm pidana khulsuls (iuls singullarel ataul iuls 

spelcialel). Hulkulm pidana ulmulm dan hulkulm pidana khulsuls ini tidak bole lh 

diartikan delngan bagian ulmulm dan bagian khulsuls dari hulkulm pidana, karelna 

melmang bagian dari ulmulm dari hulkulm pidana melnulrult keltelntulan-keltelntulan ataul 

ajaran-ajaran ulmulm, seldang bagian khulsulsnya melmulat pelrulmulsan tindak-tindak 

 

37 Helrnold Felrry Makawimbang, Melmahami dan Melnghindari Pelrbulatan Melrulgikan Kelulangan 

Nelgara Dalam Tindak Pidana Korulpsi dan Pelnculcian Ulang, Thafa Meldia, Yogyakarta, 2015, 

hlm. 52. 
38 Ibid, hlm. 53. 
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pidana. Selmulla dimaksuldkan agar sulatul kodifikasi itul melmulat sulatul bahan 

hulkulm yang lelngkap, akan teltapi dikeltahuli bahwa telrbelntulknya pelratulran 

pelrulndang-ulndangan pidana dilular kodifikasi tidak dapat dihindarkan melngingat 

pelrtulmbulhan masyarakat telrultama dibidang sosial dan elkonomi (di KUlHP) dalam 

bulkul keldulanya melmulat selbagian belsar dari dellik-dellik belrulpa keljahatan, seldang 

di bulkul keltiga dimulat selbagian kelcil dari dellik-dellik belrulpa pellanggaran. 

Ulndang-Ulndang Pidana Khulsuls adalah ulndang-ulndang pidana sellain kitab 

ulndang-ulndang hulkulm pidana yang melrulpakan indulk pelratulran hulkulm pidana.39 

 

Pelngelrtian korulpsi dalam tidak diselbultkan pelngelrtian korulpsi selcara telgas. Pasal 

2 Ayat (1) melnyelbultkan: 

“Seltiap orang yang selcara mellawan hulkulm mellakulkan pelrbulatan 

melmpelrkaya diri selndiri ataul orang lain ataul sulatul korporasi yang dapat 

melrulgikan kelulangan nelgara ataul pelrelkonomian nelgara, dipidana delngan 

pidana pelnjara selulmulr hidulp ataul pidana pelnjara paling singkat 4 (elmpat) 

tahuln dan paling lama 20 (dula pullulh) tahuln dan delnda paling seldikit 

Rp200.000.000,00 (dula ratuls julta rulpiah) dan paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satul milyar rulpiah).” 

 
 

Belrdasarkan pelngelrtian korulpsi Pasal 2 Ayat (1) UlUlPTPK di atas, dapat 

disimpullkan ada tiga ulnsulr tindak pidana korulpsi yaitul selcara mellawan hulkulm 

mellakulkan pelrbulatan melmpelrkaya diri selndiri ataul orang lain ataul sulatul 

korporasi yang dapat melrulgikan nelgara ataul pelrelkonomian nelgara. Pasal 3 

UlUlPTPK melnyelbultkan bahwa tindak pidana korulpsi dilakulkan delngan tuljulan 

melngulntulngkan diri selndiri ataul orang lain ataul sulatul korporasi, 

melnyalahgulnakan kelwelnangan, kelselmpatan ataul sarana yang ada padanya karelna 

jabatan ataul kelduldulkan yang dapat melrulgikan kelulangan ataul pelrelkonomian 

 
 

39 Indriyanto Selno Adji, Korulpsi dan Pelnelgakan Hulkulm, Diadit Meldia, Jakarta, 2009, hlm. 23. 
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nelgaradan melmbelri hadian ataul janji kelpada Pelgawai Nelgelri delngan melngingat 

kelkulasaan ataul welwelnang yang mellelkat pada jabatan ataul kelduldulkan yang 

dimiliki olelh orang telrselbult. 

 

Masalah korulpsi di Indonelsia sangat komplelks. Korulpsi suldah melrambat ke l 

mana-mana dalam lapisan masyarakat pellakul tindak pidana korulpsi tidak saja dari 

kalangan pelgawai nelgelri pada peljabat relndah teltapi suldah melrambat pada 

pelngulsaha, melntelri, dulta belsar, dan lain-lain dalam selmula tingkatan baik dari 

kalangan elkselkultif, lelgislatif, maulpuln yuldikatif.40 

 

Korulpsi melrulpakan tindak pidana dan sulatul pelrbulatan mellawan hulkulm belrtuljulan 

ulntulk melngulntulngkan diri selndiri, pelrulsahaan dan melnyalahgulnakan welwelnang, 

kelselmpatan ataul sarana yang mellelkat pada jabatannya yang melrulgikan kelulangan 

dan pelrelkonomian nelgara selrta belrdampak pada kelrulgian sellulrulh masyarakat 

Indonelsia. 41 

 

Kelulangan nelgara melnulrult Pasal 1 Angka (1) Ulndang-Ulndang Nomor 17 Tahu ln 

2003 telntang Kelulangan Nelgara42 adalah selmula hak dan kelwajiban nelgara yang 

dapat dinilai delngan ulang, selrta selgala selsulatul baik belrulpa ulang maulpuln belrulpa 

barang yang dapat dijadikan milik nelgara belrhulbulng delngan pellaksanaan hak dan 

kelwajiban telrselbult. 

 

 

 
 

40 Indriyanto Selno Adji, Korulpsi, Kelbijakan Aparatulr Nelgara dan Hulkulm Pidana, Diadit Meldia, 

Jakarta, 2009, hlm. 54. 
41 Nikmah Rosidah dan Masrulhil Anwar, Pelnanganan Tindak Pidana Korulpsi delngan Sulbjelk 

Hulkulm Korporasi, Sullulh Meldia, Yogyakarta, 2021, hlm. 2. 
42 Lelmbaran Nelgara Relpulblik Indonelsia (LNRI) Tahuln 2003 Nomor 47. Tambahan Lelmbaran 

Nelgara Relpulblik Indonelsia (TLNRI) Nomor 4286. 
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Pelndelkatan yang digulnakan dalam melrulmulskan kelulangan nelgara adalah dari sisi 

objelk, sulbjelk, prosels, dan tuljulan. Kelulangan nelgara dari sisi objelk mellipulti selmula 

hak dan kelwajiban nelgara yang dapat dinilai delngan ulang, telrmasulk kelbijakan 

dan kelgiatan dalam bidang fiskal, moneltelr dan pelngellolaan kelkayaan nelgara yang 

dipisahkan, selrta selgala selsulatul baik belrulpa ulang, maulpuln belrulpa barang yang 

dapat dijadikan milik nelgara belrhulbulng delngan pellaksanaan hak dan kelwajiban 

telrselbult. Selmelntara itul dari sisi sulbjelk, yang dimaksuld delngan kelulangan nelgara 

mellipulti sellulrulh sulbjelk yang melmiliki/melngulasai objelk selbagaimana telrselbult di 

atas, yaitul: pelmelrintah pulsat, pelmelrintah daelrah, pelrulsahaan nelgara/daelrah, dan 

badan lain yang ada kaitannya delngan kelulangan nelgara.43 

 

Kelulangan nelgara dari sisi prosels, melncakulp sellulrulh rangkaian kelgiatan yang 

belrkaitan delngan pelngellolaan objelk selbagaimana telrselbult di atas mullai dari 

pelrulmulsan kelbijakan dan pelngambilan kelpultulsan sampai delngan 

pelrtanggulnggjawaban. Dari sisi tuljulan, kelulangan nelgara mellipulti sellulru lh 

kelbijakan, kelgiatan dan hulbulngan hulkulm yang belrkaitan delngan pelmilikan dan/ 

ataul pelngulasaan objelk selbagaimana telrselbult di atas dalam rangka 

pelnyellelnggaraan pelmelrintahan nelgara.44 

 

Pelngelrtian kelulangan nelgara delngan pelndelkatan objelk melnulnjulkkan adanya hak 

dan kelwajiban nelgara yang dapat dinilai delngan ulang dipelrlulas cakulpannya, yaitu l 

telrmasulk kelbijakan dan kelgiatan dalam bidang fiskal, moneltelr dan pelngellolaan 

kelkayaan nelgara yang dipisahkan. Bidang pelngellolaan kelulangan nelgara dapat 

dikellompokkan dalam: 
 

43 Adrian Sulteldi, Hulkulm Kelulangan Nelgara, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 12. 
44 https://bphn.go.id/data/doculmelnts/pkj-2011-9.pdf 
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a. Sulbbidang pelngellolaan fiskal 

Pelngellolaan kelulangan nelgara sulbbidang Pelngellolaan Fiskal mellipulti 

kelbijakan dan kelgiatan telrkait pelngellolaan Anggaran Pelndapatan dan 

Bellanja Nelgara (APBN) mullai dari pelneltapan Arah dan Kelbijakan Ulmulm 

(AKUl), pelneltapan Stratelgi dan Prioritas Pelngellolaan APBN, pelnyulsulnan 

anggaran olelh pelmelrintah, pelngelsahan anggaran olelh DPR, pellaksanaan 

anggaran, pelngawasan anggaran, pelnyulsulnan Pelrhitulngan Anggaran 

Nelgara (PAN) sampai delngan pelngelsahan PAN melnjadi Ulndang-Ulndang. 

b. Sulbbidang pelngellolaan moneltelr 

Pelngellolaan kelulangan nelgara sulbbidang Pelngellolaan Moneltelr belrkaitan 

delngan kelbijakan dan pellaksanaan kelgiatan selktor pelrbankan dan lalul- 

lintas moneltelr baik dalam maulpuln lular nelgelri. 

c. Sulbbidang pelngellolaan kelkayaan nelgara yang dipisahkan. 

Pelngellolaan kelulangan nelgara sulbbidang Kelkayaan Nelgara yang 

Dipisahkan belrkaitan delngan kelbijakan dan pellaksanaan kelgiatan di selktor 

Badan Ulsaha Milik Nelgara/Daelrah (BUlMN/BUlMD) yang orielntasinya 

melncari kelulntulngan (profit motivel).45 

 

Pelngelrtian kelulangan nelgara dapat dibeldakan antara: pelngelrtian kelulangan nelgara 

dalam arti lulas, dan pelngelrtian kelulangan nelgara dalam arti selmpit. Pelngelrtian 

kelulangan nelgara dalam arti lulas pelndelkatannya adalah dari sisi objelk yang 

cakulpannya sangat lulas, di mana kelulangan nelgara melncakulp kelbijakan dan 

kelgiatan dalam bidang fiskal, moneltelr dan pelngellolaan kelkayaan nelgara yang 

dipisahkan. Seldangkan pelngelrtian kelulangan nelgara dalam arti selmpit hanya 

melncakulp pelngellolaan kelulangan nelgara sulbbidang pelngellolaan fiskal saja. 

Pelmbahasan lelbih lanjult dalam modull ini dibatasi hanya pada pelngelrtian 

kelulangan nelgara dalam arti selmpit saja yaitul sulbbidang pelngellolaan fiskal atau l 

selcara lelbih spelsifik pelngellolaan Anggaran Pelndapatan dan Bellanja Nelgara.46 

 

Kelulangan nelgara selbagai selmula hak dan kelwajiban nelgara yang dapat dinilai 

delngan ulang, selrta selgala selsulatul baik belrulpa ulang maulpuln belrulpa barang yang 

 

45 D. Andhi Nirwanto, Dikotomi Telrminologi Kelulangan Nelgara Dalam Pelrsfe lktif Tindak Pidana 

Korulpsi, Anelka Ilmul, Selmarang, 2013, hlm.35-36 
46 Nulr Basulki Minarno, Pelnyalahgulnaan Welwe lnang dan Tindak Pidana Korulpsi Dalam 
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dapat dijadikan milik nelgara belrhulbulng pellaksanaan hak dan kelwajiban telrselbult. 

Melntelri/Pimpinan Lelmbaga/Gulbelrnulr/Bulpati/ Walikota yang telrbulkti mellakulkan 

pelnyimpangaan kelbijakan yang tellah diteltapkan dalam UlUl telntang 

APBN/Pelratulran Daelrah telntang APBD diancam delngan pidana pelnjara dan 

delnda selsulai delngan keltelntulan ulndang-ulndang. Seltiap peljabat nelgara dan 

pelgawai nelgelri bulkan belndahara yang mellanggar hulkulm ataul mellalaikan 

kelwajibannya baik langsulng ataul tidak langsulng yang melrulgikan kelulangan 

nelgara diwajibkan melngganti kelrulgian telrselbult. 47 

 

Melkanismel pelngawasan kelulangan nelgara pada hakelkatnya dapat dibeldakan atas 

dula hal yaitul pelngawasan intelrn dan pelngawasan elkstelrn. Biasanya pelngawasan 

intelrn mellipulti pelngawasan sulpelrvisi (bulilt in control), pelngawasan birokrasi 

selrta pelngawasan mellaluli lelmbaga-lelmbaga pelngawasan intelrn. Pada pelngawasan 

sulpelrvisi (pelngawasan atasan telrhadap bawahan) masing-masing pimpinan seltiap 

ulnit diwajibkan mellakulkan pelngawasan kelulangan nelgara telrhadap para bawahan 

yang melnjadi tanggulngjawabnya.48 

 

Pelrhitulngan dan pelmbulktian kelrulgian kelulangan nelgara dalam tindak pidana 

korulpsi barul dapat dilakulkan seltellah ditelntulkan ulnsulr mellawan hulkulmnya 

selbagai pelnyelbab timbullnya kelrulgian kelulangan nelgara. Belbelrapa hal yang telrkait 

delngan pelnghitulngan kelrulgian kelulangan nelgara dalam tindak pidana korulpsi 

mellipulti kelrulgian total, kelrulgian belrsih, harga wajar, harga pokok, dan bulnga 

selbagai ulnsulr kelrulgian nelgara.49 

 

47https://jabar.bpk.go.id/filels/2018/10/Tullisan-Hulkulm-Tulntultan-Ganti-Rulgi-Bulkan-Belndahara.pdf 
48 Rulchiyat Kosasih. Aulditing Prinsip dan Proseldulral. Ananda. Yogyakarta. 2003. hlm.21 
49 Arifin P. Soelria Atmadja, Kelulangan Pulblik dalam Pelrsfe lktif Hulkulm Te lori, Praktik dan Kritik, 
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Adanya kelpastian bahwa kelrulgian kelulangan nelgara tellah telrjadi, maka salah satul 

ulnsulr/dellik korulpsi dan ataul pelrdata tellah telrpelnulhi, seldangkan tuljulan 

dilakulkannya pelnghitulngan julmlah kelrulgian kelulangan nelgara antara lain: 

1. Ulntulk melnelntulkan julmlah u lang pelngganti/tu lntu ltan ganti ru lgi yang haru ls 

disellelsaikan olelh pihak yang telrbulkti belrsalah bila kelpada telrpidana 

dikelnakan pidana tambahan se lbagaimana diatu lr dalam Pasal 17 dan Pasal 

18 UlUlPTPK 

2. Selbagai salah satul patokan/aculan bagi Jaksa ulntulk mellakulkan pelnulntultan 

melngelnai belrat/ringannya hulkulman yang pelrlul dijatulhkan belrdasarkan 

keltelntulan pelrulndang-ulndangan yang belrlakul dan bagi hakim selbagai 

bahan pelrtimbangan dalam melneltapkan kelpultulsannya.50 

 

Pelrhitulngan kelrulgian kelulangan nelgara dalam hal pelrkara pelrdata ataul lainnya 

yang diselbabkan olelh kelkulrangan hati-hatian pelrbelndaharaan ataul kellalaian PNS, 

maka digulnakan selbagai bahan gulgatan/pelnulntultan selsulai delngan keltelntulan yang 

belrlakul. Ulngkapan yang selring dipakai selbagai pandulan dalam mellakulkan 

pelnghitulngan kelrulgian kelulangan nelgara adalah withoult elvidelncel, thelrel is no case l. 

Ulngkapan telrselbult melnggambarkan beltapa sangat pelntingnya bulkti. Kelsalahan 

dalam melmbelrikan dan melnghadirkan bulkti di sidang Pelngadilan akan belrakibat 

kasuls yang diajulkan akan ditolak dan ataul telrsangka akan dibelbaskan dari selgala 

tulntultan. Aulditor haruls melmahami selcara selksama bulkti-bulkti apa saja yang 

dapat ditelrima melnulrult hulkulm dalam rangka ulntulk melndulkulng kel arah litigasi. 

Praktisi hulkulm, selpelrti pelnyidik julga pelrlul melmahami bahwa aulditor belkelrja 

delngan bulkti auldit bulkan alat bulkti, delngan delmikian pelrlul pelmahaman melngelnai 

pelrbeldaan alat bulkti dan bulkti auldit.51 

 
 

 

 

50 Ibid. hlm.5. 
51 Indra Bastian. Auldit Selktor Pulblik. Salelba Elmpat. Jakarta. 2007. hlm. 44 
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Pelrhitulngan kelrulgian kelulangan nelgara adalah melrulpakan jelnis auldit delngan 

tuljulan telrtelntul, yakni melnghitulng kelrulgian kelulangan nelgara selbagai akibat dari 

pelrbulatan mellawan hulkulm. Meltodel/cara melnghitulng kelrulgian kelulangan nelgara 

pada dasarnya tidak dapat dipolakan selcara selragam. Hal ini diselbabkan sangat 

belragamnya moduls opelrandi tindak pidana korulpsi yang telrjadi. Aulditor yang 

mellakulkan pelnghitulngan kelrulgian kelulangan nelgara haruls melmpulnyai 

pelrtimbangan profelsional ulntulk melnggulnakan telknik-telknik auldit yang telpat 

selpanjang delngan telknit auldit yang digulnakannya, aulditor melmpelrolelh bulkti yang 

rellelvan, kompelteln dan culkulp, selrta dapat digulnakan dalam prosels pelradilan.52 

 

Pelngelrtian kelulangan nelgara lainnya telrdapat pada Pelnjellasan Pasal 2 dan 3 

UlUlPTK, bahwa yang dimaksuld delngan kelulangan nelgara adalah sellulrulh kelkayaan 

nelgara dalam belntulk apapuln yang dipisahkan ataul yang tidak dipisahkan telrmasulk 

di dalamnya selgala bagian kelkayaan nelgara dan selgala hak dan kelwajiban yang 

timbull, diselbabkan olelh hal-hal selbagai belrikult: 

(1) Belrada dalam pelngulasaan, pelngulrulsan dan pelrtanggulngjawaban peljabat 

lelmbaga nelgara, baik tingkat pulsat maulpuln di daelrah. 

(2) Belrada dalam pelngulasaan, pelngulrulsan dan tanggulng jawab Badan Ulsaha 

Milik Nelgara/Badan Ulsaha Milik Daelrah, yayasan, badan hulkulm dan 

pelrulsahaan yang melnyelrtakan modal nelgara, ataul pelrulsahaan yang 

melnyelrtakan modal pihak keltiga belrdasarkan pelrjanjian delngan nelgara.53 

 

Kelulangan nelgara tidak selmata-mata belrbelntulk ulang, teltapi telrmasulk selgala hak 

dan kelwajiban (dalam belntulk apapuln) yang dapat diulkulr delngan nilai ulang. 

Pelngelrtian kelulangan nelgara julga melmpulnyai arti yang lulas yang mellipulti 

 

52 Sabrina Dyah Nayabarani. “Melmbanguln Transparansi Pelngadaan Barang Dan Jasa Mellaluli 

Pelningkatan Pelran ICT dalam Melreldulksi Korulpsi”. Julrnal Hulkulm & Pe lmbangulnan, Vol. 47 No. 4 

Tahuln 2017. hlm.29. 
53 Jelrry Indrawan, Anwar Ilmar dan Helrmina Simanihulrulk. “Korulpsi dalam Pelngadaan Barang 

dan Jasa di Pelmelrintah Daelrah”. Julrnal Transformativel, Vol. 6 No. 2. Tahuln 2020. hlm.33 
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kelulangan nelgara yang belrasal dari APBN, APBD, BUlMN, BUlMD dan pada 

hakikatnya sellulrulh harta kelkayaan nelgara selbagai sulatul sistelm kelulangan nelgara. 

Jika melnggulnakan pelndelkatan prosels, kelulangan nelgara dapat diartikan selbagai 

selgala selsulatul kelgiatan ataul aktifitas yang belrkaitan elrat delngan ulang yang 

ditelrima ataul dibelntulk belrdasarkan hak istime lwa nelgara ulntulk kelpelntingan 

pulblik.54 

 

Kelrulgian nelgara belrkaitan delngan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UlUlPTK 

melnyelbultkan bahwa salah satul ulnsulr yang haruls dipelnulhi dalam melngulngkapkan 

telrjadinya tindak pidana korulpsi adalah dapat melrulgikan kelulangan nelgara atau l 

pelrelkonomian nelgara. Kelrulgian kelulangan nelgara adalah yang diselbabkan karelna 

pelrbulatan mellawan hulkulm ataul tindakan melnyalahgulnakan welwelnang, 

kelselmpatan ataul sarana yang ada pada selselorang karelna jabatan ataul 

kelduldulkannya dan hal telrselbult dilakulkan dalam hulbulngannya delngan pelrbulatan 

melmpelrkaya diri selndiri ataul orang lain ataul sulatul korporasi.55 

 

Kelrulgian kelulangan nelgara telrselbult dapat belrbelntulk: 

 

1) Pelngellularan sulatul sulmbelr/kelkayaan nelgara/daelrah (dapat belrulpa ulang, barang) 

yang selharulsnya tidak dikellularkan. 

2) Pelngellularan sulatul sulmbelr/kelkayaan nelgara/daelrah lelbih belsar dari yang 

selharulsnya melnulrult kritelria yang belrlakul. 

3) Hilangnya sulmbelr/kelkayaan nelgara/daelrah yang selharulsnya ditelrima 

(telrmasulk di antaranya pelnelrimaan delngan ulang palsul, barang fiktif) selhingga 

melngakibatkan kelrulgian nelgara 

4) Pelnelrimaan sulmbelr/kelkayaan nelgara/daelrah lelbih kelcil/relndah dari yang 

selharulsnya ditelrima (telrmasulk pelnelrimaan barang rulsak, kulalitas tidak selsulai). 

5) Timbullnya sulatul kelwajiban nelgara/daelrah yang selharulsnya tidak ada. 

6) Timbullnya sulatul kelwajiban nelgara/daelrah yang lelbih belsar dari yang 

selharulsnya. 
 

54 Elndah Cahyani “Pelncelgahan Tindak Pidana Korulpsi Pelngadaan Barang dan Jasa Pelmelrintah” 

Indonelsian Joulrnal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), Vol. 3, No. 2 Tahuln 2022. hlm.16. 
55 Sulhelndar, Konselp Kelrulgian Kelulangan Nelgara: Pe lndelkatan Hulkulm Pidana, Hulkulm 

Administrasi Nelgara, dan Pidana Khulsuls Korulpsi, Seltara Prelss, Jakarta, 2015, hlm.44. 
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7) Hilangnya sulatul hak nelgara/daelrah yang selharulsnya dimiliki/ditelrima melnulrult 

atulran yang belrlakul. 

8) Hak nelgara/daelrah yang ditelrima lelbih kelcil dari yang selharulsnya ditelrima 

selbagai sulmbelr pelmasulkan bagi nelgara ataul daelrah56 

 

Hasil auldit melrulpakan hasil kelrja selorang aulditor yang melmiliki kelahlian dalam 

bidang pelkelrjaannya. Aulditor yang mellakulkan pelrhitulngan/auldit akan diminta 

keltelrangan ahli yang ditelrangkan dalam belrita acara pelmelriksaan ahli, maka pada 

saat pelrsidangan aulditor akan tampil di pelrsidangan dan keltelrangan telrselbult julga 

akan belrfulngsi selbagai alat bulkti yaitul keltelrangan ahli. Laporan auldit dan 

keltelrangan aulditor pada sistelm pelmbulktian Pasal 184 KUlHAP adalah melrulpakan 

dula alat bulkti, selhingga Pelnyidik culkulp melncari keltelrangan saksi yang 

melndulkulng maka majellis hakim suldah dapat melnjatulhkan hulkulman pidana 

kelpada selselorang walaulpuln telrdakwanya tidak melngakuli pelrbulatannya.57 

 

Selorang aulditor pelrlul melmahami dan melngidelnifikasi jelnis-jelnis sulmbe lr 

informasi selhingga selmula informasi yang dipelrolelh dapat melnjadi alat bulkti yang 

belrmanfaat dalam melndulkulng ataul melngulji sulatul fakta/keljadian. Belgitu l 

pelntingnya alat bulkti dalam me lndulkulng dan melngulji sulatul fakta ataul keljadian 

selhingga pelrlul kiranya selorang aulditor haruls selksama dalam melnggulnakan 

meltodel bagaimana bulkti telrselbult dapat dipelrolelh, dan bagaimana haru ls 

melngamanakan dan melngellola bulkti-bulkti telrselbult. Selorang aulditor dalam 

melnyatakan ada/tidaknya kelrulgian kelulangan nelgara dan belrapa belsar kelrulgian 

telrselbult, haruls melmpelrolelh bulkti yang rellelvan, kompelteln dan culkulp. Ulntulk 

melmpelrolelh bulkti-bulkti auldit telrdapat tuljulh telhnik auldit yang dapat digulnakan 

 

56 Elddy Mullyadi Soelpardi, Melmahami Kelrulgian Kelulangan Nelgara selbagai Salah Satul Ulnsulr 

Tindak Pidana Korulpsi. Fakultals Hulkulm Ulnivelrsitas Pakulan Bogor. 2009, hlm. 3-4. 
57 Ibid, hlm. 4. 
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selorang aulditor, yakni melmelriksa fisik, konfirmasi, melmelriksa dokulmeln, relvielw 

analitis, wawancara, melnghitulng ulalng dan obselrvasi. Dalam prosels pelrsidangan 

dimulngkinkan telrjadinya pelrbeldaan pelrselpsi melngelnai nilai kelrulgian kelulangan 

nelgara yang telrjadi, namuln delmikian adanya nilai kelrulgian nelgara telrselbult 

melnjadi salah satul ulnsulr bahwa tellah telrjadi tindak pidana korulpsi.58 

 

Tindak pidana korulpsi dalam hulkulm positif Indonelsia telrmasulk dalam katelgori 

pelnyalahgulnaan kelkulasaan olelh peljabat nelgara. Disisi lain, masyarakat lulas 

diartikan selbagai political victimology yang diwakili olelh nelgara dalam hal ini 

aparat pelnelgak hulkulm. Pada dasarnya relaksi kelpada pellakul keljahatan selpelnulhnya 

melrulpakan hak para korban. Seltiap korban yang melrasa hak-haknya dilanggar, 

belrhak mellakulkan pelmbalasan selcara langsulng kelpada yang mellakulkan 

pellanggaran atas dirinya. Dalam pelrkelmbangannya, pellanggaran hak yang 

dilakulkan olelh selselorang tidak hanya belrdampak kelpada korban saja, mellainkan 

belrdampak pulla pada masyarakat lulas. Selpelrti korban tindak pidana korulpsi dan 

pelnculcian ulang, maka yang melngalami kelrulgian ialah masyarakat lulas. Selhingga 

nelgara kelmuldian melngambil alih prosels pelmbalasan (pelnghulkulman) kelpada 

pellakul karelna dianggap tellah melrulsak tatanan masyarakat lulas. Nelgaralah yang 

melmonopoli hak pelnulntultan kelpada pellakul selkaliguls melwakili pihak korban 

ulntulk mellakulkan pelnulntultan kelpada pellakul.59 

 
Telrkait delngan masalah korban, hal ini melnimbullkan pelnafsiran bahwa korban 

akibat tindak pidana korulpsi dan pelnculcian ulang ialah masyarakat lulas, jika 

 

58 Ibid, hlm. 4. 
59 Thelodoruls M. Tulanakotta, Melnghitulng Kelrulgian Kelulangan Nelgara dalam Tindak Pidana 

Korulpsi, Pelnelrbit Salelmba Elmpat, Jakarta, 2009, hlm. 4. 
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melruljulk pada Pasal 2 dan Pasal 3 UlUlPTK, maka yang diselbult korban tindak 

pidana korulpsi adalah nelgara. Selhingga nelgara kelmuldian melngambilalih prosels 

pelmbalasan (pelnghulkulman). Selmula pelrkara tindak pidana korulpsi yang dilakulkan 

olelh peljabat nelgara, masyarakat lulas yang melnjadi korban, karelna pada dasarnya 

ulang yang dikorulpsi olelh peljabat nelgara telrselbult adalah ulang milik 

rakyat/masyarakat, selhingga dalam hal ini masyarakat melnjadi rakyat/masyarakat 

tindak pidana korulpsi. 60 

 

C. Penegakan Hukum Pidana 

 
 

Pelnelgakan hulkulm adalah sistelm belkelrja ataul belrfulngsinya aparat pelnelgak hulku lm 

dalam me lnjalankan fulngsi/kelwelnangannya masing-masing di bidang pelnelgakan 

hulkulm (intelgralitas fulngsional). Delngan delmikian, selcara strulktulral, pelnelgakan 

hulkulm melrulpakan sistelm opelrasional dari belrbagai profelsi pelnelgak hulkulm.61 

 

Pelmbelrlakulan hulkulm pidana selbagai sarana ulntulk melncapai tuljulan selbagaimana 

yang diharapkan, selcara telknis hulkulm dapat melmbelrikan ataul mellakulkan hal-hal 

selbagai belrikult: 

1) Hulkulm melrulpakan sulatul sarana ulntulk melnjamin kelpastian dan 

melmbelrikan preldikbilitas di dalam kelhidulpan masyarakat 

2) Hulkulm melrulpakan sarana pelmelrintah ulntulk melneltapkan sanksi 

3) Hulkulm selring dipakai olelh pelmelrintah selbagai sarana ulntulk mellindulngi 

mellawan kritik 

4) Hulkulm dapat digulnakan selbagai sarana ulntulk melndistribulsikan sulmbelr- 

sulmbelr daya62 
 
 

60 Fathulddin, “Tindak Pidana Korulpsi (Dulgaan Pelnyalahgulnaan Welwelnang) Peljabat Pulblik 

(Pelrspelktif UlUl No. 30 Tahuln 2014 Telntang Administrasi Pelmelrintahan”, Julrnal Cita Hulkulm, 

Volulmel II, No. 1 Julni 2015, hlm.81. 
61Barda Nawawi Arielf. Relformasi Sistelm Pelradilan (Sistelm Pelne lgakan Hulkulm) di Indonelsia, 

Badan Pelnelrbit Ulnivelrsitas Diponelgoro, Selmarang, 2011. hlm. 1. 
62 Mardjono Relksodipultro, Sistelm Pe lradilan Pidana Indonelsia Mellihat Keljahatan dan Pelnelgakan 

Hulkulm dalam Batas-Batas Tolelransi, Pulsat Keladilan dan Pelngabdian Hulkulm, Jakarta, 1994, hlm. 

12-13. 
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Pelnelgakan hulkulm pidana dapat melnjamin kelpastian hulkulm, keltelrtiban dan 

pelrlindulngan hulkulm pada elra modelrnisasi dan globalisasi saat ini dapat telrlaksana 

jika belrbagai dimelnsi kelhidulpan hulkulm sellalul melnjaga kelsellarasan, 

kelselimbangan dan kelselrasian antara moralitas sipil yang didasarkan olelh nilai- 

nilai aktulal dalam masyarakat. Selbagai sulatul prosels kelgiatan yang mellipulti 

belrbagai pihak telrmasulk masyarakat dalam kelrangka pelncapaian tuljulan hulkulm. 

 

Pelnelgakan hulkulm melnulrult Joselph Goldstelin dalam Mardjono Relksodipultro, 

diartikan dalam kelrangka tiga konselp, yaitul: 

a. Konselp pelnelgakan hulkulm yang belrsifat total (total elnforcelmelnt concelpt) 

yang melnulntult agar selmula nilai yang ada dibellakang norma hulku lm 

telrselbult ditelgakkan tanpa telrkelculali 

b. Konselp pelnelgakan hulkulm yang belrsifat pelnulh (fulll elnforcelmelnt concelpt) 

yang melnyadari bahwa konselp total pelrlul dibatasi delngan hulkulm acara 

dan selbagainya delmi pelrlindulngan kelpelntingan individulal 

c. Konselp pelnelgakan hulkulm aktulal (actulal elnforcelmelnt concelpt) yang 

mulncull seltellah diyakini adanya diskrelsi dalam pelnelgakan hulkulm karelna 

keltelrbatasan-keltelrbatasan, baik yang belrkaitan delngan sarana-prasarana, 

kulalitas SDM, kulalitas pelrulndang-ulndangannya dan kulrangnya partisipasi 

masyarakat.63 

 

Pelnelgakan hulkulm dapat melnjamin kelpastian hulkulm, keltelrtiban dan pelrlindulngan 

hulkulm pada elra modelrnisasi dan globalisasi saat ini dapat telrlaksana, apabila 

belrbagai dime lnsi kelhidulpan hulkulm sellalul melnjaga kelsellarasan, kelselimbangan 

dan kelselrasian antara moralitas sipil yang didasarkan olelh nilai-nilai aktulal di 

dalam masyarakat belradab. Selbagai sulatul prosels kelgiatan yang mellipu lti 

belrbagai pihak telrmasulk masyarakat dalam kelrangka pelncapaian tuljulan, adalah 

kelharulsan ulntulk mellihat pelnelgakan hulkulm pidana selbagai sistelm pelradilan 

pidana. 

63 Ibid, hlm. 17. 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=1444550141364125341&postID=7675237931873732779&_ftn28
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=1444550141364125341&postID=7675237931873732779&_ftn28
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Hulkulm pidana adalah instrulmeln yang melmiliki fulngsi pelnting dalam kelhidulpan 

belrmasyarakat selbagai alat ulntulk melnciptakan keladilan, keltelratulran, keltelntraman 

dan keltelrtiban, teltapi julga ulntulk melnjamin adanya kelpastian hulkulm. Pada tataran 

sellanjultnya, hulkulm diarahkan selbagai sarana kelmajulan dan kelseljahtelraan 

masyarakat yang dibelntulk atas kelinginan dan kelsadaran tiap-tiap individul di 

dalam masyarakat, delngan maksuld agar hulkulm dapat belrjalan selbagaimana 

dicita-citakan olelh masyarakat itul selndiri, yakni me lnghelndaki kelrulkulnan dan 

pelrdamaian dalam pelrgaullan hidulp belrsama. Orang yang mellakulkan tindak 

pidana akan melmpelrtanggulng jawabkan pelrbulatan telrselbult delngan pidana apabila 

ia melmpulnyai kelsalahan, selselorang melmpulnyai kelsalahan apabila pada waktu l 

mellakulkan pelrbulatan dilihat dari selgi masyarakat melnulnjulkan pandangan 

normatif melngelnai tindak pidana.64 

 

Kelsadaran yang melnyelbabkan hulkulm melrulpakan instrulmeln (alat) ulntulk 

melwuljuldkan tuljulan-tuljulan telrtelntul, melnjadikan hulkulm selbagai sarana yang 

selcara sadar dan aktif digulnakan ulntulk melngatulr masyarakat, delngan 

melnggulnakan (mellaluli) pelratulran-pelratulran hulkulm yang dibulat delngan selngaja. 

Dalam kontelks yang delmikian ini, suldah telntul haruls diikulti dan dipelrhatikan 

pelrkelmbangan-pelrkelmbangan yang telrjadi dalam kelhidulpan masyarakat selbagai 

basic sosial. Hulkulm melrulpakan sulatul kelbultulhan yang mellelkat pada kelhidulpan 

sosial itul selndiri, yaitul hulkulm akan mellayani kelbultulhan anggota-anggota 

masyarakat, baik belrulpa pelngalokasian kelkulasaan, pelndistribulsian sulmbelr daya- 

sulmbelr daya selrta mellindulngi kelpelntingan anggota masyarakat itul selndiri. 

 
 

64 Sholelhulddin, Sistelm Sanksi dalam Hulkulm Pidana : Idel Dasar Doulblel Track Sistelm dan 

Implelmelntasinya, RajaGrafindo Pelrsada, Jakarta, 2013, hlm. 82. 
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Hulkulm melmpulnyai arti pelnting bagi kelkulasaan formal lelmbaga-lelmbaga nelgara, 

ulnit-ulnit pelmelrintah, dan peljabat nelgara dan pelmelrintah. Lelgalisasi kelkulasaan itu l 

dilakulkan mellaluli pelneltapan landasan hulkulm bagi kelkulasaan mellaluli atulran 

hulkulm, Di samping itul hulkulm dapat dapat pulla belrpelran melngontrol kelkulasaan 

selhingga pellaksanaannya dapat dipelrtanggulngjawabkan selcara lelgal dan eltis. 

 

Frieldrich Karl von Savigny dalam Suldarto melngelmulkakan: “Law is and 

elxprelssion of thel common conscioulsnelss or spirit of peloplel”. Hulkulm tidak dibulat, 

teltapi ia tulmbulh dan belrkelmbang belrsama masyarakat (das relchts wird nicht 

gelmacht, els ist ulnd wird mit delm volkel). Belrdasarkan inti telori Von Savigny maka 

dapat dinyatakan bahwa selmula hulkulm pada mullanya dibelntulk delngan cara selpelrti 

yang dikatakan orang, hulkulm adat, delngan bahasa yang biasa teltapi tidak telrlalu l 

telpat, dibelntulk yakni bahwa hulkulm itul mullai-mulla dikelmbangkan olelh adat 

kelbiasaan dan kelpelrcayaan yang ulmulm. Seltiap masyararakat melngelmbangkan 

hulkulm kelbiasaanya selndiri, karelna melmpulnyai bahasa, adat istiadat (telrmasu lk 

kelpelrcayaan) dan konstitulsi yang khas.65 

 

Fulngsi hulkulm pidana di satul pihak dapatlah dipelrgulnakan selbagai sarana ulntulk 

melngulbah masyarakat melnjadi lelbih baik dan dilain pihak ulntulk melmpelrtahankan 

sulsulnan masyarakat yang tellah ada selrta melngelsahkan pelrulbahan-pelrulbahan yang 

tellah telrjadi di masa lalul. Jika melngeltelngahkan hulkulm selbagai sarana 

pelmbaharulan masyarakat yang seldang pada masa transisi, pelrlul ada pelneltapan 

prioritas-prioritas dan tuljulan yang helndak dicapai, seldangkan sulbelr ataul datanya 

dapat dipelrolelh mellaluli pelnellitian-pelnellitian telrhadap masyarakat di belrbagai 

 
 

65 Romli Atmasasmita, Sistelm Pelradilan Pidana, Binacipta, Bandulng, 1996, hlm. 2. 
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bidang kelhidulpan. Data yang suldah dipelrolelh kelmuldian diabstraksikan agar dapat 

dirulmulskan kelmbali kel dalam norma hulkulm dan disulsuln melnjadi tata hulkulm. 

 

Tuljulan hulkulm pidana dalam kaitannya delngan pelmbaharulan hulkulm pidana di 

Indonelsia adalah ulntulk melncelgah keljahatan ini dapat dibeldakan antara prelvelnsi 

khulsuls (spelcial prelvelntion) delngan prelvelnsi ulmulm (gelnelral prelvelntion), prelvelnsi 

khulsuls dimaksuldkan pelngarulh pidana telrhadap pidana hingga pelncelgahan 

keljahatan ini ingin dicapai olelh pidana delngan melmpelngarulhi tingkah laku l 

telrpidana ulntulk tidak mellakulkan tindak pidana. Prelvelnsi ulmulm dimaksuldkan 

pelngarulh pidana telrhadap masyarakat, artinya pelncelgaaan keljahatan itul ingin 

dicapai olelh pidana delngan melmpelngarulhi tingkah lakul masyarakat ulntulk tidak 

mellakulkan tindak pidana. Ada tiga belntulk pelngarulh dalam pelngelrtian prelvelnsi 

ulmulm, yaitul pelngarulh pelncelgahan, pelngarulh ulntulk melmpelrkulat larangan moral 

dan pelngarulh melndorong sulatul kelbiasaan pelrbulatan patulh pada hulkulm. Tinjaulan 

pelrkelmbangan hulkulm difokulskan pada hulbulngan timbal balik antara difelrelnsiasi 

hulkulm delngan difelrelnsiasi sosial yang dimulngkinkan ulntulk melnggarap kelmbali 

pelratulran-pelratulran, kelmampulan melmbelntulk hulkulm, keladilan dan institulsi 

pelnelgak hulkulm. Difelrelnsiasi itul selndiri melrulpakan ciri yang mellelkat pada 

masyarakat yang telngah melngalami pelrkelmbangan . Mellaluli difelrelnsiasi ini 

sulatul masyarakat telrulrai kel dalam bidang spelsialisasi yang masing-masing seldikit 

banyak melndapatkan kelduldulkan yang otonom.66 

 

Pelrkelmbangan telrselbult melnyelbabkan sulsulnan masyarakat melnjadi selmakin 

komplelks, karelna delngan difelrelnsiasi dimulngkinkan ulntulk melnimbullkan daya 

 

66 Rulsli Mulhammad. Kelmandirian Pelngadilan Indonelsia, FH UlII Prelss, Yogyakarta, 2010. hlm. 
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Semarang, 1997, hlm. 62. 

 

 

 

 

 

adaptasi masyarakat yang lelbih belsar telrhadap lingkulngannya.Selbagai salah satu l 

sulb-sistelm dalam masyarakat, hulkulm tidak telrlelpas dari pelrulbahan-pelrulbahan 

yang telrjadi masyarakat. Hulkulm disamping melmpulnyai kelpelntingan selndiri 

ulntulk melwuljuldkan nilai-nilai telrtelntul di dalam masyarakat telrikat pada bahan- 

bahan yang diseldiakan olelh masyarakatnya. 

 

Pelrulbahan hulkulm dalam masyarakat yang seldang belrulbah mellipulti pelrulbahan 

hulkulm tidak telrtullis (common law), pelrulbahan di dalam melnafsirkan pelrulndang- 

ulndangan, pelrulbahan konselpsi melngelnai hak milik ulmpamanya dalam 

masyarakat indulstri modelreln, pelrulbahan pelmbatasan hak milik yang belrsifat 

pulblik, pelrulbahan fulngsi dari pelrjanjian kontrak, pelralihan tanggulng jawab dari 

tulntultan ganti rulgi kel ansulransi, pelrulbahan dalam jangkaulan rulang lingku lp 

hulkulm intelrnasional dan pelrulbahan-pelrulbahan lain. Ulpaya ulntulk mellihat 

hulbulngan antara hulkulm dan pelrulbahan sosial melmelrlulkan selbulah alat dalam 

belntulk konselp yang melnje llaskan selcara fulngsional telmpat hulkulm dalam 

masyarakat. Belbelrapa hal yang belrkaitan delngan hulkulm yaitul: 

(1) Melrulmulskan hulbulngan antara anggota masyarakat delngan melnelntulkan 

pelrbulatan yang dilarang dan yang bolelh dilakulkan 

(2) Melngalokasikan dan melnelgaskan siapa yang bolelh melnggulnakan 

kelkulasaan, atas siapa dan bagaimana proseldulrnya 

(3) Melmpelrtahankan kelmampulan adaptasi masyarakat delngan cara 

melngatulr kelmbali hulbulngan dalam masyarakat saat telrjadi pelrulbahan.67 

 

Apabila hulkulm itul dipakai dalam arti sulatul belntulk karya manulsia telrtelntul dalam 

rangka melngatulr kelhidulpannya, maka dapat dijulmpai dalam belrbagai lambang. Di 

antara lambang telrselbult yang paling telgas dan telrpelrinci melngultarakan isinya 

adalah belntulk telrtullis ataul dalam lelbih selring dikelnal delngan belntulk sistelm 

67 Mulladi, Hak Asasi Manulsia, Politik dan Sistelm Pelradilan Pidana, Badan Pelnelrbit UlNDIP, 
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Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 3-4. 

 

 

 

 

 

hulkulm formal . Kelpastian hulkulm diselbabkan olelh sifat kelkakulan belntulk 

pelngatulran ini dan gilirannya melnyelbabkan timbullnya keladaan yang lain lagi 

selpelrti kelselnjangan di antara keladaan-keladaan, hulbulngan-hulbulngan selrta 

pelristiwa-pelristiwa dalam masyarakat yang diatulr olelh hulkulm formal telrselbult. 

 

Pelnelgakan hulkulm pidana melnulrult Barda Nawawi Arielf adalah: 

 

1. Kelsellulrulhan rangkaian kelgiatan pelnyellelnggara/pelmelliharaan 

kelselimbangan hak dan kelwajiban warga masyarakat selsulai harkat dan 

martabat manulsia selrta pelrtanggulngjawaban masing-masing selsulai 

delngan fulngsinya selcara adil dan melrata, delngan atulran hulkulm dan 

pelratulran hulkulm dan pelrulndang-ulndangan yang melrulpakan pelrwuljuldan 

Pancasilan dan Ulndang-Ulndang Dasar 1945 

2. Kelsellulrulhan kelgiatan dari para pellaksana pelnelgak hulkulm kel arah 

telgaknya hulkulm, keladilan dan pelrlindulngan telrhadap harkat dan martabat 

manulsia, keltelrtiban, keltelntraman dan kelpastian hulkulm selsulai delngan 

UlUlD 1945. Pakikatnya kelbijakan hulkulm pidana (pelnal policy), baik 

dalam pelnelgakan in abstractio dan in concrelto, melrulpakan bagian dari 

kelsellulrulhan kelbijakan sistelm (pelnelgakan) hulkulm nasional dan 

melrulpakan bagian dari ulpaya melnulnjang kelbijkaan pelmbangulnan 

nasional (national delvellopmelnt. Ini belrarti bahwa pelnelgakan hulkulm 

pidana in abstraction (pelmbulatan/pelrulbahan UlUl/law making/law relform) 

dalam pelnelgakan hulkulm pidana in concrelto (law elnforcelmelnt) 

selharulsnya belrtuljulan melnulnjang telrcapainya tuljulan, visi dan misi 

pelmbangulnan nasional dan melnulnjang telrwuljuldnya sistelm (pelnelgakan) 

hulkulm nasional.68 

 

Hulkulm dalam hal ini melrulpakan sarana bagi pelnelgakan hulkulm. Pelnelgakan 

hulkulm melngandulng makna bahwa tindak pidana adalah sulatul pelrbulatan yang 

dilarang olelh atulran hulkulm dan diselrtai delngan ancaman (sanksi) yang belrulpa 

pidana telrtelntul selbagai pelrtanggulngjawabannya. Pelnyellelnggaraan pelnelgakan 

hulkulm pidana yang didasarkan pada sistelm hulkulm pidana, olelh karelna itu l 

pelnelgakan hulkulm pidananya telrkait elrat delngan belkelrjanya keltiga komponeln, 

mellipulti komponeln sulbstantif/normatif (norma hulkulm/pelratulran pelrulndang- 

ulndangan), komponeln strulktulral/institulsional belselrta melkanismel proseldulral/ 

68 Barda Nawawi Arielf, Relformasi Sistelm Pe lradilan (Sistelm Pe lnelgakan Hulkulm) di Indonelsia, 
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administrasinya (lelmbaga/ strulktulr aparat pelnelgak hulkulm), dan kompone ln 

kulltulral (nilai-nilai buldaya hulkulm) yang haruls disellelnggarakan selcara intelgral 

dan belrkulalitas. 

 

Intelgral haruls diwuljuldkan dalam keltelrjalinan dari belrbagai sulbsistelm/ 

aspelk/komponeln telrkait sistelm hulkulm pidana mellipulti hulkulm pidana matelril, 

hulkulm pidana formal dan hulkulm pellaksanaan pidana di bidang hulku lm 

pelmbelrantasan tindak pidana. Lelbih khulsuls lagi telrkait keltiga aspelk/pelrsoalan 

pokok di dalam hulkulm pidana matelril me llipulti tindak pidana (strafbaarfelit/ 

criminal act/), pelrtanggulngjawaban pidana (kelsalahan) (schulld/gulilt/ melns rela), 

selrta pidana dan pelmidanaan (straf/pulnishmelnt/poelna). Pelnyelle lnggaraan 

pelnelgakan hulkulm pidana saat ini dipandang bellulm belrkulalitas karelna pelnelgakan 

hulkulm pidana pada tahap in abstracto dan in concrelto bellulm melnelrapkan keltiga 

pelndelkatan kelilmulan, yaitul pelndelkatan julridis-ilmiah-relligiuls, pelndelkatan julridis- 

kontelkstulaldan pelndelkatan julridis belrwawasan global/ komparatif.69 

 

Pelnelgakan hulkulm pidana dalam melnghadapi tindak pidana saat ini telrkait keltiga 

bidang sulbstansi hulkulm pidana telrkait hulkulm pidana matelril (Matelrille l 

Strafrelcht), hulkulm pidana formal (Strafvelrfahrelnsrelcht/Strafprozelssrelcht), dan 

hulkulm pellaksanaan pidana (Strafvollstrelckulngsrelcht/elxelcultion of pulnishmelnt)70 

yang didasarkan pada seljulmlah pelrulndang-ulndangan Hulkulm Pidana Ulmulm dan 

Hulkulm Pidana Khulsuls. Keltiga pelrulndang-ulndangan hulkulm pidana itul telrselbar di 

dalam belbelrapa pelratulran pelrulndang-ulndangan hulkulm pidana yang 

 

69 Barda Nawawi Arielf. Optimalisasi Kinelrja Aparat Hulkulm dalam Pelnelgakan Hulkulm Indonelsia 

Mellaluli Pelmanfaatan Pelndelkatan Kelilmulan, Pelnelrbit Ulndip, Selmarang, 2008. hlm. 14. 
70 Barda Nawawi Arielf. Pelmbaharulan Sistelm Pelnelgakan Hulkulm delngan Pelndelkatan Relligiuls 

dalam Kontelks Siskulmnas dan Bangkulmnas, FH UlNDIP, Selmarang, 2005. hlm. 12. 
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pelnelmpatannya masih telrpisah ataul bellulm telrsulsuln dalam satul kelsatulan kelbijakan 

formullasi/le lgislatif yang intelgral. Kondisi sulbstansi hulkulm pidana saat ini 

selbelnarnya suldah culkulp lelngkap karelna keltiganya suldah ada, teltapi masih 

melngandulng belrbagai masalah yang haruls dibelnahi.71 

 

Ulpaya pelnanggullangan keljahatan dikelnal delngan belrbagai istilah, antara lain 

pelnal policy ataul criminal policy adalah sulatul ulsaha ulntulk melnanggullagi 

keljahatan mellaluli pelnelgakan hu lkulm pidana, yang rasional yaitu l melmelnulhi rasa 

keladilan dan daya gulna. Dalam rangka melnanggullangi keljahatan telrhadap 

belrbagai sarana se lbagai relaksi yang dapat dibe lrikan kelpada pellakul keljahatan, 

belrulpa sarana pidana mau lpuln non hu lkulm pidana, yang dapat diinte lgrasikan satu l 

delngan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil ulntulk melnanggullangi 

keljahatan, belrarti akan dilaksanakan politik hu lkulm pidana, yakni me lngadakan 

pelmilihan u lntulk melncapai hasil pelrulndang-ulndangan pidana yang se lsulai delngan 

belrbagai keladaan dan situ lasi pada sulatul waktul dan pada masa melndatang. 72 

 

Ulsaha-ulsaha yang rasional u lntulk melngelndalikan ataul melnanggullangi keljahatan 

(politik kriminal) melnggulnakan 2 (du la) sarana, yaitul: 

1. Kelbijakan Pidana delngan Sarana Non Pelnal 

Kelbijakan pelnanggullangan keljahatan delngan sarana non pelnal hanya mellipulti 

pelnggulnaan sarana sosial ulntulk melmpelrbaiki kondisi sosial telrtelntul, namuln 

selcara tidak langsulng melmpelngarulhi ulpaya pelncelgahan telrjadinya keljahatan 

2. Kelbijakan Pidana delngan Sarana Pelnal 

Sarana pelnal adalah pelnanggullangan keljahatan delngan melnggulnakan hulkulm 

pidana yang didalamnya telrdapat dula masalah selntral, yaitul: 

a. Pelrbulatan apa yang selharulsnya dijadikan keljahatan. 

b. Sanksi apa yang selbaiknya digulnakan ataul dikelnakan pada pellanggar73 
 

 

71 Barda Nawawi Arielf. 2009. Relformasi Sistelm Pelradilan (Siste lm Pelnelgakan Hulkulm) di 

Indonelsia, Komisi Juldisial, Jakarta, hlm. 5. 
72 Ibid, hlm.12. 
73 Ibid, hlm.13. 
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Ulpaya pelnanggullangan keljahatan pelrlul ditelmpulh delngan pelndelkatan kelbijakan, 

dalam arti ada keltelrpadulan antara politik kriminal dan politik sosial; ada 

keltelrpadulan (intelgral) antara u lpaya pelnanggullangan keljahatan delngan pelnal dan 

non-pelnal. Kelbijakan sosial diartikan selbagai selgala ulsaha rasional ulntu lk 

melncapai kelseljahtelraan masyarakat dan melncakulp pelrlindulngan masyarakat. 

Pelnganggullangan keljahatan selbagai prosels pelnelgakan hu lkulm dapat melnjamin 

kelpastian hu lkulm, keltelrtiban dan pe lrlindulngan hu lkulm pada elra modelrnisasi dan 

globalisasi saat ini dapat telrlaksana selsulai delngan nilai-nilai aktulal di dalam 

masyarakat belradab. 

 

Implelmelntasi kelbijakan pelnanggullangan keljahatan delngan melnggulnakan sarana 

hulkulm pidana (pelnal policy) dikelnal delngan istilah “kelbijakan hulkulm pidana” 

ataul “politik hulkulm pidana”. Kelbijakan hulkulm pidana (pelnal policy) melrulpakan 

sulatul ilmul selkaliguls selni yang melmpulnyai tuljulan praktis ulntulk melmulngkinkan 

pelratulran hulkulm positif dirulmulskan selcara lelbih baik dan ulntulk melmbelri 

peldoman kelpada pelmbulat ulndang-ulndang, pelngadilan yang melnelrapkan ulndang- 

ulndang dan kelpada para pellaksana pultulsan pelngadilan. Kelbijakan hulkulm pidana 

(pelnal policy) telrselbult melrulpakan salah satul komponeln dari modelrn criminal 

scielncel disamping criminology dan criminal law. 74 

 

Pelnal policy ataul politik hulkulm pidana pada intinya, bagaimana hulkulm pidana 

dapat dirulmulskan delngan baik dan melmbelrikan peldoman kelpada pelmbulat 

ulndang-ulndang (kelbijakan lelgislatif), kelbijakan aplikasi (kelbijakan yuldikatif) dan 

pellaksana hulkulm pidana (kelbijakan elkselkultif). Kelbijakan lelgislatif melrulpakan 

74 Moh. Mahfuld M.D., Politik Hulkulm di Indonelsia, Rajawali Pelrs, Jakarta, 2012, hlm.87. 
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tahap yang sangat melnelntulkan bagi tahap-tahap belrikultnya, karelna keltika 

pelratulran pelrulndang-ulndangan pidana dibulat maka suldah ditelntulkan arah yang 

helndak dituljul ataul delngan kata lain pelrbulatan-pelrbulatan apa yang dipandang 

pelrlul ulntulk dijadikan selbagai sulatul pelrbulatan yang dilarang olelh hulkulm pidana.75 

 

Kelbijakan ulntulk melmbulat pelratulran pelrulndang-ulndangan pidana yang baik tidak 

dapat dipisahkan dari tuljulan pelnanggullangan keljahatan, selbagai ulsaha ulntulk 

melngelndalikan keljahatan agar belrada dalam batas-batas tolelransi masyarakat. 

Kelbijakan pelnanggullangan keljahatan delngan hulkulm pidana, pada hakikatnya 

melrulpakan bagian dari kelbijakan pelnelgakan hulkulm (khulsulsnya hulkulm pidana). 

Politik hulkulm pidana melrulpakan bagian dari kelbijakan pelnanggullangan keljahatan 

lelwat pelmbulatan pelratulran pelrulndang-ulndangan pidana yang melrulpakan bagian 

intelgral dari politik sosial.76 Kata politik celndelrulng diartikan selbagai selgala 

ulrulsan dan tindakan (kelbijaksanaan, siasat dan selbagainya) melngelnai 

pelmelrintahan sulatul nelgara, ataul selcara ulmulm dan seldelrhana diartikan selbagai 

selgala selsulatul yang belrkaitan delngan kelkulasaan.77 

 

Pelmilihan dan pelneltapan hulkulm pidana selbagai sarana melnanggullangi keljahatan 

haruls belnar-belnar melmpelrhitulngkan selmula faktor yang dapat melndulkulng 

belrfulngsinya ataul belkelrjanya hulkulm pidana dalam kelnyataannya. Pelngaru lh 

ulmulm pidana hanya dapat telrjadi di sulatul masyarakat yang melngeltahuli telntang 

adanya sanksi (pidana) itul. Dan intelnsitas pelngarulhnya tidak sama ulntulk selmula 

 
75Satjipto Raharjo. Pelnelgakan Hulkulm Sulatul Tinjaulan Sosiologis. Gelnta Pulblishing. Yogjakarta, 

2009, hlm.22-23. 
76Mardjono Relksodipultro, Sistelm Pe lradilan Pidana (Pelran Pe lnelgak Hulkulm Mellawan Keljahatan), 

Pulsat Pellayanan Keladilan dan Pelngabdian Hulkulm, Ulnivelrsitas Indonelsia, Jakarta, 1994 hlm. 23 
77Moh, Bulsyro Mulqoddas, Salman Lulthan, dan Mulh, Miftahuldin, Politik Pelmbangulnan Hulkulm 

Nasional, UlII PRE lSS, Yogyakarta, 1992, hlm. 88 
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keljahatan. Telrhadap keljahatan yang olelh masyarakat dianggap selpellel,  artinya 

kalaul orang mellakulkannya tidak dianggap telrcella, misalnya dalam pellanggaran 

lalul lintas, ancaman pidana belrat melrulpakan melkanisme l kontrol yang culkulp 

ampulh ulntulk melncelgah pelrbulatan telrselbult. Pelnelntulan pelrbulatan yang dijadikan 

keljahatan belrhulbulngan elrat delngan masalah “kriminalisasi”, yaitul prosels ulntulk 

melnjadikan sulatul pelrbulatan yang selmulla bulkan keljahatan melnjadi keljahatan.78 

 

Masalah pidana selring dijadikan tolok ulkulr sampai selbelrapa jaulh tingkat 

pelradaban bangsa yang belrsangkultan. Dalam melnghadapi masalah selntral yang 

selring diselbult masalah kriminalisasi haruls dipelrhatikan hal-hal yang intinya 

selbagai belrikult: 

1) Pelnggulnaan hulkulm pidana haruls melmpelrhatikan tuljulan pelmbangulnan 

nasional, yaitul melwuljuldkan masyarakat adil makmulr yang melrata matelriil 

dan spiritulal belrdasarkan Pancasila; selhulbulngan delngan ini maka 

(pelnggulnaan) hulkulm pidana belrtuljulan ulntulk melnanggullangi keljahatan dan 

melngadakan pelnelgulhan telrhadap tindakan pelnanggullangan itul selndiri, delmi 

kelseljahtelraan dan pelngayoman masyarakat. 

2) Pelrbulatan yang diulsahakan ulntulk dicelgah ataul ditanggullangi delngan hulku lm 

pidana haruls me lrulpakanpelrbulatan yang tidak dikelhelndaki, yaitul pelrbulatan 

yang melndatangkan kelrulgian (matelriil dan ataul spiritulal) atas warga 

masyarakat. 

3) Pelnggulnaan hulkulm pidana haruls pulla melmpelrhitulngkan prinsip biaya dan 

hasil (cost belnelfit principlel). 

4) Pelnggulnaan hulkulm pidana haruls pulla melmpelrhatikan kapasitas ataul 

kelmampulan daya kelrja dari badan-badan pelnelgak hulkulm, yaitul jangan sampai 

ada kellampaulan belban tulgas (ovelrbellasting).79 

 

Pelnelgakan hulkulm melrulpakan sulatul prosels ulntulk melwuljuldkan kelinginan- 

kelinginan hulkulm melnjadi kelnyataan. Kelinginan-kelinginan hulkulm yang 

dimaksuldkan di sini yaitul yang melrulpakan pikiran-pikiran badan pelmbelntulk 

 

78 Yelsmil Anwar dan Adang, Pelmbaharulan Hulkulm Pidana - Relformasi Hulkulm Pidana, 

Grameldia Widiasarana Indonelsia, Jakarta, 2008, hlm.29. 
79 Barda Nawawi Arielf, RUlUl KUlHP Barul Selbulah Relstrulktulrisasi/ Relkonstrulksi Sistelm Hulkulm 

Pidana Indonelsia, Badan Pelnelrbit Ulnivelrsitas Diponelgoro, Selmarang, 2012, hlm. 28. 
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ulndang-ulndang yang dirulmulskan dalam pelratulran-pelratulran hulkulm itu l. 

Pelrulmulsan pikiran pelmbulat hulkulm yang ditulangkan dalam pelratu lran hulkulm, 

tulrult melnelntulkan bagaimana pe lnelgakan hu lkulm itul dijalankan. Pada gilirannya, 

pelnelgakan hu lkulm itu l pulncaknya adalah pada pe llaksanaannya ole lh para peljabat 

pelnelgak hu lkulm itul selndiri.80 

 

Pelnjatulhan pidana dalam pelmidanaan klasik melrulpakan pelmbalasan atas 

kelsalahan yang tellah dilakulkan olelh si pelmbulat. Pelmidanaan melnitikbelratkan 

pada pelrbulatan dan akibat yang diakibatkan olelh pelrbulatan itul selndiri. Pidana 

melrulpakan pelndelritaan/pelrlakulan yang tidak elnak olelh sulatul kelkulasaan yang sah 

telrhadap orang yang mellakulkan tindak pidana. Pelnjatulhan sanksi pidana di dalam 

hulkulm pidana modelrn lelbih belrorielntasi kelpada pelrbulatan dan pellakul (daad- 

dadelr strafrelcht) tidak hanya mellipulti pidana yang belrsifat pelndelritaan dalam 

sanksinya, tapi julga belrorielntasi kelpada mulatan pelndidikan. 81 

 

Sanksi pidana melrulpakan pelnambahan pelndelritaan ataul kelnelstapaan delngan 

selngaja. Pelnambahan pelndelritaan/kelnelstapaan delngan selngaja ini pulla yang 

melnjadi pelmbelda telrpelnting antara hulkulm pidana delngan hulkulm yang lainnya. 82 

Tuljulan pidana ulntulk melncelgah keljahatan ini dapat dibeldakan antara prelvelnsi 

khulsuls delngan prelvelnsi ulmulm. Prelvelnsi khulsuls dimaksuldkan pelngarulh pidana 

telrhadap pidana hingga pelncelgahan keljahatan ini ingin dicapai olelh pidana 

delngan melmpelngarulhi tingkah lakul telrpidana ulntulk tidak mellakulkan tindak 

80 Nulnulng Nulgroho, “Ulrgelnsi Pelmbarulan Kitab Ulndang-Ulndang Hulkulm Pidana Dalam Dinamika 

Masyarakat Indonelsia”, Julrnal Spelktrulm Hulkulm, Volulmel 14 Nomor 1 April 2017. hlm.76 
81 Gita Santika Ramadhani, Barda Nawawi Arielf, Pulrwoto ”Sistelm Pidana dan Tindakan Doulble l 

Track Systelm Dalam Hulkulm Pidana di Indonelsia”. Dipelnogoro Law Relvielw, Volulmel 1, Nomor 4, 

Tahuln 2012. hlm.6. 
82 Agulng Pulrnomo, “Relkonstrulksi Tulntultan Pidana yang Relsponsif dalam Sistelm Pelradilan 

Pidana”. http://julrnaliuls.ac.id/ojs/indelx.php/julrnalIUlS/articlel/download/517/pdf_36.hlm.52 

http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/517/pdf_36.hlm.52
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pidana. Telori ini selpelrti tellah dikelnal delngan relhabilitation thelory. Prelvelnsi 

ulmulm dimaksuldkan pelngarulh pidana telrhadap masyarakat, artinya pelncelgaaan 

keljahatan itul ingin dicapai olelh pidana delngan melmpelngarulhi tingkah laku l 

masyarakat ulntulk tidak mellakulkan tindak pidana.83 

 

Masalah pidana dan pelmidanaan itul selndiri melrulpakan obyelk kajian dalam 

bidang hulkulm pidana yang diselbult hulkulm pelnitelnsielr (pelnitelnsielr relcht). Ole lh 

karelna pelrsoalan hulkulm pidana yang dikulpas ataul dibahas dalam hulku lm 

pelnitelnsielr adalah melnyangkult masalah pidana dan pelmidanaan, maka hulku lm 

pelnitelnsielr itul selndiri dalam arti selmpit dapat diartikan selbagai selgala pelratulran- 

pelratulran positif melngelnai sistelm pidana (strafstellsell).84 

 

Hulkulm pelnitelnsielr dalam arti lulas dapat diartikan selbagai bagian hulkulm pidana 

yang melnelntulkan dan melmbelri atulran telntang sanksi (sistelm sanksi) dalam 

hulkulm pidana, yang mellipulti baik strafstellsell maulpuln maatrelgellstellsell (siste lm 

tindakan) selrta kelbijaksanaan. Jadi dalam ulsaha ulntulk melmpelrtahankan dan 

melnyellelnggarakan keltelrtiban, selrta mellindulnginya dari pellanggaran telrhadap 

belrbagai kelpelntingan hulkulm, maka nelgara dibelri hak dan kelkulasaan ulntulk 

melnjatulhkan pidana selrta hak dan kelkulasaan ulntulk. melnjatulhkan tindakan.85 

 

Masyarakat hanya melnginginkan adanya sulatul kelpastian hulkulm, yaitul adanya 

sulatul pelratulran yang dapat melngisi kelkosongan hulkulm tanpa melnghiraulkan 

apakah hulkulm itul adil ataul tidak. Kelnyataan sosial selpelrti ini melmaksa 

83 Mulhammad Mulstofa, “Melnghulkulm Tanpa Melmelnjarakan: Melngaktulalisasi Gagasan 

"Relstorativel Julsticel" di Indonelsia, Julrnal Pelnellitian. Ulnivelrsitas Indonelsia. 2014.hlm.42. 
84 Marwan Mas, “Pelngulatan Argulmelntasi Fakta-Fakta Pelrsidangan dan Telori Hulkulm dalam 

Pultulsan Hakim”, Julrnal Yuldisial Vol. 5 No. 3 Delselmbelr 2012, hlm. 283 – 297. hlm.75 
85 Failin, “Sistelm Pidana dan Pelmidanaan di dalam Pelmbaharulan Hulkulm Pidana Indonelsia”. 

Julrnal Celndelkia Hulkulm, Selptelmbelr 2017. hlm.92 
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pelmelrintah ulntulk selgelra melmbulat pelratulran selcara praktis dan pragmatis, 

melndahullulkan bidang-bidang yang paling melndelsak selsulai delngan tulntultan 

masyarakat tanpa pelrkiraan stratelgis, selhingga mellahirkan pelratulran-pelratulran 

yang belrsifat tambal sullam yang daya lakulnya tidak belrtahan lama, akibatnya 

kulrang melnjamin kelpastian hulkulm dan rasa keladilan dalam masyarakat. 

 

Politik kriminal melnggulnakan politik hulkulm pidana melrulpakan langkah-langkah 

yang dibulat delngan selngaja dan belnar. Melmilih dan melneltapkan hulkulm pidana 

selbagai sarana melnanggullangi keljahatan haruls belnar-belnar melmpelrhitulngkan 

selmula faktor yang dapat melndulkulng belrfulngsinya ataul belkelrjanya hulkulm pidana 

dalam kelnyataannya. Pelngarulh ulmulm pidana hanya dapat telrjadi di sulatu l 

masyarakat yang melngeltahuli telntang adanya sanksi (pidana) itul. Dan intelnsitas 

pelngarulhnya tidak sama ulntulk selmula tindak pidana. Telrhadap tindak pidana yang 

olelh masyarakat dianggap selpellel, artinya kalaul orang mellakulkannya tidak 

dianggap telrcella, misalnya dalam pellanggaran lalul lintas, ancaman pidana belrat 

melrulpakan melkanismel kontrol yang culkulp ampulh ulntulk melncelgah pelrbulatan 

telrselbult. Pelnelntulan pelrbulatan yang dijadikan tindak pidana melmpulnyai hulbulngan 

yang elrat delngan masalah “kriminalisasi”, yaitul prosels ulntulk melnjadikan sulatu l 

pelrbulatan yang selmulla bulkan tindak pidana melnjadi tindak pidana. 86 

 

Masalah pidana selring dijadikan tolak ulkulr sampai selbelrapa jaulh tingkat 

pelradaban bangsa yang belrsangkultan. Dalam melnghadapi masalah selntral yang 

selring diselbult masalah kriminalisasi haruls dipelrhatikan hal-hal yang intinya 

selbagai belrikult: 
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1) Pelnggulnaan hulkulm pidana haruls melmpelrhatikan tuljulan pelmbangulnan 

nasional, yaitul melwuljuldkan masyarakat adil makmulr yang melrata baik 

matelril dan spiritulal belrdasarkan Pancasila; selhulbulngan delngan ini maka 

(pelnggulnaan) hulkulm pidana belrtuljulan ulntulk melnanggullangi keljahatan dan 

melngadakan pelnelgulhan telrhadap tindakan pelnanggullangan itul selndiri, de lmi 

kelseljahtelraan dan pelngayoman masyarakat. 

2) Pelrbulatan yang diulsahakan ulntulk dicelgah ataul ditanggullangi delngan hulku lm 

pidana haruls me lrulpakan pelrbulatan yang tidak dikelhelndaki, yaitul pelrbulatan 

yang melndatangkan kelrulgian (matelriil dan ataul spiritulal) atas warga 

masyarakat. 

3) Pelnggulnaan hulkulm pidana haruls pulla melmpelrhitulngkan prinsip biaya dan 

hasil (cost belnelfit principlel). 

4) Pelnggulnaan hulkulm pidana haruls pulla melmpelrhatikan kapasitas ataul 

kelmampulan daya kelrja dari badan-badan pelnelgak hulkulm, yaitul jangan sampai 

ada kellampaulan belban tulgas (ovelrbellasting).87 

 

Pelnggulnaan ulpaya hulkulm, telrmasulk hulkulm pidana selbagai salah satul ulpaya 

ulntulk melngatasi masalah sosial telrmasulk dalam bidang kelbijakan pelnelgakan 

hulkulm. Olelh karelna tuljulannya ulntulk melncapai kelseljahtelraan masyarakat pada 

ulmulmnya maka kelbijakan pelnelgakan hulkulm telrmasulk dalam bidang kelbijakan 

sosial, yaitul selgala ulsaha yang rasional ulntulk melncapai kelseljahtelraan masyarakat. 

Selbagai sulatul masalah, pelnggulnaan hulkulm pidana selbelnarnya tidak melrulpakan 

sulatul kelharulsan. Tidak ada kelmultlakan dalam bidang kelbijakan, karelna pada 

hakikatnya dalam masalah kelbijakan orang dihadapkan pada masalah kelbijakan 

pelnilaian dan pelmilihan dari belrbagai macam altelrnatif. 

 

Pelnanggullangan keljahatan dalam kontelks pelnelgakan hulkulm pidana pada 

prinsipnya haruls dapat melmbelri manfaat ataul belrdaya gulna (ultility) bagi 

masyarakat, namuln di samping itul masyarakat julga melngharapkan adanya 

pelnelgakan hulkulm ulntulk melncapai sulatul keladilan. Kelndatipuln delmikian tidak 

dapat kita pulngkiri, bahwa apa yang dianggap belrgulna (selcara sosiologis) bellulm 
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Semarang, 2005, hlm. 51. 

 

 

 

 

telntul adil, belgitul julga selbaliknya apa yang dirasakan adil (selcara filosofis), bellu lm 

telntul belrgulna bagi masyarakat.88 

 

Masyarakat hanya melnginginkan adanya sulatul kelpastian hulkulm, yaitul adanya 

sulatul pelratulran yang dapat melngisi kelkosongan hulkulm tanpa melnghiraulkan 

apakah hulkulm itul adil ataul tidak. Kelnyataan sosial selpelrti ini melmaksa 

pelmelrintah ulntulk selgelra melmbulat pelratulran selcara praktis dan pragmatis, 

melndahullulkan bidang-bidang yang paling melndelsak selsulai delngan tulntultan 

masyarakat tanpa pelrkiraan stratelgis, selhingga mellahirkan pelratulran-pelratulran 

yang belrsifat tambal sullam yang daya lakulnya tidak belrtahan lama, akibatnya 

kulrang melnjamin kelpastian hulkulm dan rasa keladilan dalam masyarakat.89 

 

Pelnelgakan hulkulm dapat melnjamin kelpastian hulkulm, keltelrtiban dan pelrlindulngan 

hulkulm pada elra modelrnisasi dan globalisasi saat ini dapat telrlaksana, apabila 

belrbagai dime lnsi kelhidulpan hulkulm sellalul melnjaga kelsellarasan, kelselimbangan 

dan kelselrasian antara moralitas sipil yang didasarkan olelh nilai-nilai aktulal di 

dalam masyarakat belradab. Selbagai sulatul prosels kelgiatan yang mellipulti belrbagai 

pihak telrmasulk masyarakat dalam kelrangka pelncapaian tuljulan, adalah kelharulsan 

ulntulk mellihat pelnelgakan hulkulm pidana selbagai sistelm pelradilan pidana. Siste lm 

pelradilan pidana pellaksanaan dan pelnye llelnggaan pelnelgakan hulkulm pidana 

mellibatkan badan-badan yang masing-masing melmiliki fulngsi selndiri-selndiri. 

Badan-badan telrselbult yaitul kelpolisian, keljaksaan, pelngadilan dan lelmbaga 

pelmasyarakatan. Dalam kelrangka kelrja sistelmatik ini tindakan badan yang satul 

 

88 Badra Nawawi Arielf, Bulnga Rampai Kelbijakan Hulkulm Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandulng, 

2003, hlm. 77 
89 Elsmi Warassih Puljirahayul, Pranata Hulkulm Selbulah Tellaah Sosiologis, Sulryandarul Ultama, 
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akan belrpelngarulh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi telrselbult masing- 

masing melneltapkan hulkulm dalam bidang dan welwelnangnya. 90 

 

Pelmbangulnan hulkulm yang melncakulp ulpaya-ulpaya pelmbarulan tatanan hulkulm di 

Indonelsia harulslah dilakulkan selcara telruls melnelruls agar hulkulm dapat melmainkan 

pelran dan fulngsinya selbagai peldoman belrtingkah lakul (fulngsi keltelrtiban) dalam 

hidulp belrsama yang impelratif dan elfelktif selbagai pelnjamin keladilan di dalam 

masyarakat. Ulpaya pelmbangulnan tatanan hulkulm yang telruls melnelruls ini 

dipelrlulkan. Selbagai pellayan bagi masyarakat. Karelna hulkulm itul tidak belrada 

pada kelvakulman, maka hulkulm haruls selnantiasa diselsulaikan delngan 

pelrkelmbangan masyarakat yang dilayaninya julga selnantiasa belrkelmbang. Selbagai 

alat pelndorong kelmajulan masyarakat.91 

 

Pelngelmbangan dan pelmantapan hulkulm (dalam arti lulas) melrulpakan masalah 

yang ulmulm, tapi melndelsak dihampir selmula nelgara belrkelmbang telrmasu lk 

Indonelsia yang belrjalan dalam lingkulngan nilai-nilai yang belrkelmbang di dalam 

diri warga masyarakat nelgara baik selbagai individul maulpuln selbagai anggota 

kellompok. Fulngsi hulkulm yang antara lain selbagai satul melkanismel sosial-politik 

ulntulk melncapai fairnelss dalam masyarakat dan julga ulntulk melngawasi selrta 

melngelndalikan seltiap prilakul (individul ataul institulsi) dalam melncapai tuljulan 

hidulp yang belrkeladilan sosial. Delngan delmikian hulkulm belrtulmpul pada basis- 

basis politik dan sosial-kulltulral masyarakat.92 

 

90 Yelsmil Anwar dan Adang, Hulkulm Pidana: Relformasi Hulkulm Pidana, Grasindo, Jakarta, 2008, 

hlm. 65. 
91 Khuldzaifah Dimyati, Telorisasi Hulkulm: Stuldi telntang Pe lrkelmbangan Pelmikiran Hulkulm di 

Indonelsia 1945-1990, Celtakan kelelmpat. MulhammadiyahUlnivelrsity Prelss, Sulrakarta .2005, hlm. 
60. 
92Moh. Bulsyro Mulqoddas, Salman Lulthan, dan Mulh. Miftahuldin. Op.Cit., hlm.93. 
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Ulpaya pelmbarulan tatanan hu lkulm itul harulslah teltap melnjadikan Pancasila se lbagai 

paradigmanya, se lbab Pancasila yang be lrkelduldulkan selbagai dasar, ide lologi, cita 

hulkulm dan norma fulndamelntal nelgara haru ls dijadikan orie lntasi arah, sulmbelr 

nilai-nilai dan kare lnanya julga kelrangka belrpikir dalam se ltiap ulpaya pelmbarulan 

hulkulm. Melnulrult Mu lladi dipelrlulkan parameltelr hulkulm yang baik agar te lrcapai 

pelnelgakannya (elnforcelability) yang tinggi, olelh karelna itul keltelntulan yang 

dibelntulk haruls melmelnulhi kritelria yaitu l: 

1) Nelcelssity, bahwa hulkulm haruls diformullasikan selsulai delngan kelbultulhan 

sistelmatis dan telrelncana; 

2) Adelqulacy, bahwa rulmulsan norma-norma hulkulm haruls melmiliki tingkat dan 

kadar kelpastian yang tinggi, 

3) Lelgal celrtainty, bahwa hulkulm haruls belnar-belnar melmulat kaidah-kaidah 

delngan jellas dan nyata, tidak samar-samar dan tidak melnimbullkan pelnafsiran; 

4) Actulality, bahwa hulkulm haruls mampul melnyelsulaikan diri delngan 

pelrkelmbangan masyarakat dan zaman, tanpa melngabaikan kelpastian hulkulm; 

5) Felasibility, bahwa hulkulm haruls melmiliki kellayakan yang dapat 

dipelrtanggulngjawabkan telrultama belrkelnaan delngan tingkat pelnataannya; 

6) Velrifiability, bahwa hulkulm yang dikelrangkakan haruls dalam kondisi yang 

siap ulji selcara objelktif; 

7) E lnforcelability, bahwa pada hakikatnya telruls melmiliki daya paksa agar ditaati 

dan dihormati; 

8) Provability, bahwa hulkulm haruls dibulat seldelmikian rulpa agar muldah dalam 

pelmbulktian.93 

 

Pelnelgakan hulkulm selbagai ulpaya aparat pelnelgak hulkulm ulntulk melnjamin 

kelpastian hulkulm, keltelrtiban dan pelrlindulngan hulkulm pada elra modelrnisasi dan 

globalisasi saat ini dapat telrlaksana, apabila belrbagai dime lnsi kelhidulpan hulku lm 

sellalul melnjaga kelsellarasan, kelselimbangan dan kelselrasian antara moralitas sipil 

yang didasarkan olelh nilai-nilai aktulal di dalam masyarakat belradab. Pelnelgakan 

hulkulm me lmiliki pelranan yang belsar dalam pelnyellelngaraan kelhidulpan belrbangsa 

 
 

93Mulladi, Delmokrasi, Hak Asasi Manulsia dan Relformasi Hulkulm di Indonelsia, Thel Habibiel 

Celntelr, Jakarta, 2002 
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dan belrnelgara ulntulk melnjamin kelpelntingan mayoritas masyarakat ataul warga 

nelgara. 

 

Belrdasarkan ulraian di atas maka dikeltahuli bahwa pelnelgakan hulkulm adalah ulpaya 

aparat pelnelgak hulkulm ulntulk melnjamin kelpastian hulkulm, keltelrtiban dan 

pelrlindulngan hulkulm pada elra modelrnisasi dan globalisasi saat ini dapat 

telrlaksana, apabila belrbagai dimelnsi kelhidulpan hulkulm sellalul melnjaga 

kelsellarasan, kelselimbangan dan kelselrasian antara moralitas sipil yang didasarkan 

olelh nilai-nilai aktulal di dalam masyarakat belradab. 

 

D. Keuangan Desa 

 
 

Kelulangan Delsa adalah selmula hak dan kelwajiban Delsa yang dapat dinilai delngan 

ulang selrta selgala selsulatul belrulpa ulang dan barang yang belrhulbulngan delngan 

pellaksanaan hak dan kelwajiban Delsa.94 APBDels adalah relncana kelulangan 

tahulnan pelmelrintahan Delsa.95 

 

Pelnyellelnggaran pelmelrintahan delsa sangat ditelntulkan olelh telrseldianya kelulangan. 

Delsa selbagai kawasan otonom yang dibelrikan hak-hak istimelwa, diantaranya 

adalah telrkait pelngellolaan kelulangan dan alokasi dana delsa, pelmilihan kelpala delsa 

selrta prosels pelmbangulnan delsa.96 Kelulangan delsa digulnakan ulntulk melmbiayai 

pelnyellelnggaraan pelmelrintahan, pellaksanaan pelmbangulnan, pelmbinaan 

kelmasyarakatan, dan pelmbelrdayaan masyarakat. Filosofi kelulangan delsa adalah 

94 Pasal 1 Angka (5) Pelratulran Melntelri Dalam Nelgelri Nomor 20 Tahuln 2018 telntang Pelngellolaan 

Kelulangan Delsa. 
95 Pasal 1 Angka (8) Pelratulran Melntelri Dalam Nelgelri Nomor 20 Tahuln 2018 telntang Pelngellolaan 

Kelulangan Delsa. 
96 Felrarow, N., & Sulprihanto, “Implelmelntasi Pelngellolaan Kelulangan Delsa Sulmbelradi dan 
Tlogoadi di Kabulpateln Slelman: Elvalulasi Praktik Transparansi dan Akulntabilitas”. Jati: Julrnal 

Akulntansi Telrapan Indonelsia, Vol. 1 No.2 Tahuln 2018.https://doi.org/10.18196/jati.010207.hlm.8. 
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ulntulk melningkatkan kelseljahtelraan masyarakat de lsa dan adanya pe lmelrataan dalam 

pelmbangulnan yang dilaksanakan di de lsa delngan pellayanan kelpada pulblik yang 

melningkat, pelrelkonomian delsa yang majul, melngulrangi kelselnjangan 

pelmbangulnan antarde lsa, selrta melmpelrkulat masyarakat delsa tidak hanya se lbagai 

objelk tapi belrtindak selbagai su lbjelk dalam pelmbangulnan. Prioritas pe lmanfaatan 

dana delsa adalah u lntu lk pelmbangulnan dan pelmbelrdayaan masyarakat delsa. 97 

 

Pelmelrintah melngalokasikan anggaran delsa delngan tuljulan melningkatkan 

kelseljahtelraan dan pelmbangulnan delsa. Pelmanfaatan anggaran delsa dilakulkan 

delngan tahapan yaitul prosels pelrelncanaan, pellaksanaan, pelrtanggulng awaban dan 

pelmanfaatan dana delsa. Pelnggulnaan Dana Delsa haruls selsulai delngan prinsip 

prioritas, yaitul keladilan, kelbultulhan prioritas, dan tipologi delsa. Tuljulan kelulangan 

delsa adalah ulntulk melningkatkan pellayanan pulblik, melngelntaskan kelmiskinan, 

melmajulkan pelrelkonomian delsa, melngatasi kelselnjangan pelmbangulnan antardelsa 

dan melmpelrkulat masyarakat delsa selbagai sulbjelk pelmbangulnan.98 

 

Pelnggulnaan kelulangan delsa diprioritaskan ulntulk melmbiayai pelmbangulnan dan 

pelmbelrdayaan masyarakat. Pellaksanaan kelgiatan yang dibiayai dari Kelulangan 

delsa diultamakan dilakulkan selcara swakellola delngan melnggulnakan 

sulmbelrdaya/bahan bakul lokal, dan diulpayakan delngan lelbih banyak melnyelrap 

telnaga kelrja dari masyarakat Delsa seltelmpat. Pelnggulnaan Kelulangan delsa 

dilaksanakan selsulai delngan Pelratulran Melntelri. Kelulangan delsa dapat digulnakan 

ulntulk melmbiayai kelgiatan yang tidak telrmasulk dalam prioritas pelnggulnaan 

97 Yanis Ngongarel,. “Akulntabilitas Pelngellolaan Anggaran Dana Delsa Dalam Pelmbangulnan 

Infrastrulktulrdi Delsa Kokolelh Satul Kelcamatan Likulpang Sellatan.” Julrnal Elkselkultif Vo. 1 No. 8 

Tahuln 2016. hlm.54. 
98 Delpi Rahayul. “Stratelgi Pelngellolaan Dana Delsa Ulntulk Melningkatkan Kelseljahtelraan 

Masyarakat” Elconomics Delvellopmelnt Analysis Joulrnal Vol. 6 No. 2 Tahuln 2017.hlm. 77. 
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kelulangan delsa seltellah melndapat pelrseltuljulan dari Bulpati/Walikota yang dibelrikan 

pada saat elvalulasi rancangan pelratulran daelrah melngelnai APBD.99 

 

Kelulangan Delsa melmelgang pelranan yang sangat pelnting dalam pelnyellelnggaraan 

pelmelrintahan Delsa. Dalam keljellasan melngelnai kelwelnangan pelndanaan dalam 

seltiap kelgiatan, pelnggalian sulmbelr pelndapatan Delsa, pelngellolaan kelkayaan Delsa, 

pelrelncanaan dan pelngellolaan anggaran pelndapatan dan bellanja Delsa, 

pelmbelntulkan dan pelngellolaan Badan Ulsaha Milik Delsa melrulpakan aspelk yang 

sangat pelnting ulntulk dilaksanakan. Ada tiga prinsip dasar kelulangan Delsa, yaitul: 

1) Delsa melmpulnyai hak ulntulk melmpelrolelh alokasi dari pelmelrintah karelna 

Delsa melnjalankan fulngsi-fulngsi pelmelrintahan, pelmbangulnan, dan 

kelmasyarakatan. 

2) Ulang digulnakan u lntulk melmbiayai fu lngsi, dimana fu lngsi ini belrdasarkan 

kelwelnangan dan pelrelncanaan Delsa 

3) Tidak ada mandat tanpa ulang. Prinsip ini belrlakul dalam tulgas pelmbantulan 

yang dibelrikan kelpada Delsa. Delsa melmpulnyai hak melnolak tulgas 

pelmbantulan apabila tidak diselrtai dana, pelrsonil, sarana dan prasarana.100 

 

Sellain kelulangan delsa yang belrsulmbelr dari lokal ataul Pelndapatan Asli Delsa 

(PADels), julga belrsulmbelr dari pelmelrintah dan sulmbangan pihak keltiga. Ada 

belbelrapa modell transfelr ulang yang masulk kel Delsa: 

a) Invelstasi dari pelmelrintah ulntulk pelngelmbangan kawasan/pelmbangulnan 

peldelsaan. Anggaran ini adalah kelwelnangan dan tanggulngjawab 

pelmelrintah. 

b) Alokasi Dana Delsa (ADD) selbagai hak delsa karelna melnyellelnggarakan 

fulngsinya. ADD dialokasikan langsulng dari APBN, yang posisinya 

selbagai salah komponeln teltap dalam dana pelrimbangan yang ditelrima 

olelh kabulpateln/kota. Delngan delmikian dana pelrimbangan yang ditelrima 

olelh kabulpateln melncakulp DAUl, dana bagi hasil, Dana Alokasi Khulsu ls 

dan ADD. Julmlah ADD ulntulk seltiap kabulpateln/kota ditelntulkan selcara 

teltap namuln belragam yang didasarkan pada pelrbeldaan kondisi gelografis, 

delmografis dan kelmiskinan. 
 

 
 

99 Ari Kulncara Widagdo, Aguls Widodo dan Mulhammad Ismail. “Sistelm Akulntansi Pelngellolaan 

Dana Delsa” Julrnal Elkonomi dan Bisnis Vol. 19 No.2 Tahuln 2016.hlm. 29 
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c) Aksellelrasi: dana yang digulnakan ulntulk melmpelrcelpat relalisasi 

pelrelncanaan delsa. Dana aksellelrasi lelbih selbagai affirmativel action ulntulk 

delsa-delsa yang masih telrbellakang. Dana ini tidak melmpulnyai 

pelrelncanaan dan implelmelntasi telrselndiri, mellainkan melnyatul (intelgrasi) 

delngan pelrelncanaan delsa, karelna itul haruls masulk dalam APBDels. 

d) Inselntif: dana ganjaran (relward) telrhadap delsa yang belrprelstasi dalam 

melnyellelnggarakan fulngsinya.101 

 
Sellain itul selmula bantulan dari pelmelrintah dan pihak keltiga (program, dana, aselt) 

yang masulk kel delsa haruls mellaluli relkelning/kas delsa dan dicatat dalam APBDels. 

APBDels dilakulkan selcara partisipatif, dan pelngellolaan kelulangan delsa melnjadi 

kelwelnangan kelpala delsa delngan me lnelrapkan prinsip elfisielnsi, elfelktivitas, 

transparansi dan akulntabilitas. Sulmbelrdaya alam di delsa belrfulngsi selbagai 

sulmbelrdaya elkonomi di delsa. Hal ini sangat dibultulhkan delsa selbagai basis 

produlksi ulntulk melmbiayai pelmbangulnan dan kelseljahtelraan warga masyarakat. 

Pelngelmbangan kawasan dan pelmbangulnan delsa yang melmanfaatkan sulmbelrdaya 

alam sangat dibultulhkan ulntulk melndulkulng kelseljaheltaraan masyarakat. Namuln, 

kelpultulsan pelngelmbangan kawasan itul haruls mellibatkan partisipasi masyarakat 

selrta melmpelrhatikan aspelk kelbelrlanjultan elkologis dan protelksi bagi 

masyarakat.102 

 

Pelnyellelnggaraan pelmelrintahan lokal yang melnelkankan pada prinsip delmokrasi 

dan pelran selrta masyarakat, pelmelrataan dan keladilan selrta melmpelrhatikan potelnsi 

dan kelanelkaragaman buldaya yang dimiliki olelh daelrah. Pelrelncanaan 

pelmbangulnan peldelsaan tidak dapat dipisahkan dari pelnyellelnggaraan pelmelrintah 

delsa yang melrulpakan ulnit telrdelpan dalam melmbelrikan pellayanan kelpada 

 
 

101 Relflay Adel Sagita, W. “Pelngawasan Pelnggulnaan Dana Transfelr Ulntulk Melnjamin 

Akulntabilitas Pelngellolaan Kelulangan Delsa di Kabulpateln Wonosobo”. Julrnal Hulkulm Khaira 

Ulmmah, Vol. 12 No. 2 Tahuln 2017. hlm.27 
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masyarakat dan melnjadi tonggak stratelgis dalam pelmbangulnan delsa. Dalam 

pelnyulsulnan dan pelrulmulsan kelbijakan kelulangan delsa, pelmelrintah daelrah tellah 

belrulpaya ulntulk mellibatkan para stakelholdelrs, delngan harapan kelbijakan yang 

diambil selmaksimal mulngkin dapat ditelrima dan melmelnulhi kelpelntingan selmu la 

pihak, khulsulsnya ulntulk kelpelntingan pelmbangulnan delsa dan pelmbelrdayaan 

masyarakat delsa. 
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IV. PENUTUP 
 

 

 

A. Simpulan 

 
 

Belrdasarkan hasil pelnellitian dan pelmbahasan maka simpullan dalam pelnellitian ini 

adalah selbagai belrikult: 

1. Pelrtanggulngjawaban pidana telrhadap pellakul tindak pidana korulpsi APBDe ls 

didasarkan delngan adanya ulnsulr kelsalahan dan kelselngajaan dalam mellakulkan 

pelrbulatan pidana, kelmampulan telrdakwa ulntulk belrtanggulngjawab, tidak ada 

alasan pelmbelnar dan pelmaaf bagi telrdakwa dalam mellakulkan tindak pidana 

korulpsi APBDels, yaitul delngan selngaja mellakulkan tindak pidana selbagaimana 

diatulr dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) hulrulf a dan b ayat (2) dan ayat (3) 

UlUlPTK. 

 

2. Pelnjatulhan pidana tambahan belrulpa pelngelmbalian kelrulgian nelgara dari harta 

telrpidana korulpsi APBDels selharulsnya melnjadi salah satul pelrtimbangan bagi 

hakim yang melringankan telrdakwa ulntulk dijatulhi pidana pokok olelh Majellis 

Hakim. 

 

B. Saran 

 

Saran dalam pelnellitian ini adalah selbagai belrikult: 

 

1. Helndaknya hakim dalam me lmultuls pelrkara tindak pidana korulpsi APBDe ls 

melmpelrtimbangkan selcara komprelhelnsif ulnsulr-ulnsulr pelrtanggulngjawaban 
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pidana pellakul, selhingga pultulsan yang dihasilkan belnar-belnar selsulai delngan 

fakta yang telrulngkap di pelrsidangan dan telrdakwa dapat melmpelrtanggulng 

jawabkan pelrbulatannya di delpan hulkulm selsulai delngan kelsalahannya. 

2. Helndaknya hakim melnjatulhkan pidana pelnjara dan pidana delnda yang lelbih 

belrat kelpada pellakul tindak pidana korulpsi APBDels yang tidak belrulsaha ulntulk 

melngelmbalikan kelrulgian kelulangan nelgara sellama prosels pelnyidikan. 

Pelnjatulhan pidana yang lelbih belrat telrselbult dalam rangka melmbelrikan elfelk 

jelra kelpada pellakul dan selbagai pelmbellajaran bagi pihak lain agar tidak 

mellakulkan tindak pidana selrulpa. 
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